SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR: 23 TAHUN 2018

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DAN NON STRUKTURAL

Menimbang

Mengingat

a.

1.

DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dearah,
yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur
Sulawesi Tenggara Nomor 66 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi
Tenggara, maka perlu menyusun uraian tugas jabatan
Struktural dan Non Struktural sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan
Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Uraian Tugas
Jabatan  Struktural dan Non  Struktural Dinas
Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I
Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah
Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor
13);

6. Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi
Tenggara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS
JABATAN STRUKTURAL DAN NON STRUKTURAL DINAS
PERHUBUNGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi
Tenggara;

3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara,;

4. Sekretaris Derah adalah Sekretaris Daerah Provinsi
Sulawesi Tenggara;

5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi
Tenggara;

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi
Sulawesi Tenggara;

7. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak
seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan
organisasi negara,;

8. Jabatan Non Struktural adalah unsur pembantu eselon
terendah.



BAB II

Kedudukan dan Susunan Organisasi
Tugas dan Fungsi

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi
Pasal 2

Kedudukan, Organisasi adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal
6, dan Pasal 7 Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 66 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas adalah sebagaimana diatur Pasal 8
Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 66 Tahun 2016
tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara.

(2) Peta Jabatan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara ini.

BAB III

Uraian Tugas Jabatan
Pada Dinas Perhubungan

Bagian Kesatu

Uraian Tugas Jabatan
Kepala Dinas

Pasal 4

(1) Tugas Kepala Dinas adalah memimpin, membina,
mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan kebijakan dan
program strategis, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan
bidang perhubungan serta bertanggung jawab atas terlaksananya
tugas dan fungsi Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Dinas mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut:

a. merencanakan operasional sasaran kerja Dinas Perhubungan
Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan data kegiatan tahun



m.

sebelumnya dan ketentuan yang berlaku untuk terarahnya
pelaksanaan tugas;

. membagi tugas kepada Sekertaris para Kepala Bidang dengan

mendisposisi sesuai bidang tugasnya masing-masing dengan
berpedoman pada ketentuan dan petunjuk atasan agar tidak
terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas;

memberi petunjuk kepada Sekertaris para Kepala Bidang dengan
menjelaskan pokok permasalahan dan pemecahannya agar setiap
tugas yang diberikan dapat terselesaikan dengan baik;
menyelenggarakan rapat secara berkala untuk mengetahui
hambatan pelaksanaan tugas dengan tujuan untuk mendapatkan
masukan dalam rangka pemecahan masalah;

menilai pelaksanaan bawahan agar dapat diketahui kendala
ataupun hambatan dalam  penyelesaian tugas dengan
menyarankan upaya pemecahannya;

mengatur pelaksanaan tugas para Kepala Bidang, Kepala Unit
Pelaksana Dinas, Kepala Subagian, Kepala Seksi serta seksi
operasi unit pelaksana dinas sesuai dengan ketentuan yang baik
dan saling mendukung;

mengevaluai pelaksanaan tugas Sekertaris para Kepala Bidang
dengan mempelajari dan menelaah permasalahan dan hasil
pekerjaannya masing-masing agar dapat diketahui tingkat
penyelesaian dan penetapan langkah kebijakan atasan;
melaksanakan pengawasan terhadap kebijaksanaan teknis
dibidang Perhubungan dalam hal pemberian perizinan dan
pelaksanaan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota di bidang
Perhubungan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku
untuk tercapainya sasaran yang diharapkan;

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas dinas sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka kegiatan
Perhubungan Darat, Laut, untuk terarahnya pelaksanaan tugas;
melaksanakan penetapan alur penyeberangan lintas
Kabupaten/Kota dan penetapan tarif angkutan darat lintas
Kabupaten/Kota untuk penumpang kelas ekonomi berdasarkan
klasifikasi dan kualifitas yang ditetapkan agar tercapai sasaran
yang diharapkan;

memantau pengamatan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat
pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu) lalu lintas
Provinsi, danau dan sungai lintas Kabupaten/Kota sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

melaksanakan penetapan kebijakan tatanan dan perizinan
pelabuhan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam
rangka pengelolaan perizinan pelabuhan dan bandar udara yang
dibangun atas prakarsa Provinsi atau yang diserahkan oleh
Pemerintah kepada Provinsi;

membimbing penyusunan dan penetapan jaringan transportasi
jalan Provinsi, pengaturan dan pengelolaan terminal tipe B serta
penyeberangan antar Provinsi.



n.

0.

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Gubernur.

(3) Kepala Dinas membawabhi:

oo o

Sekertariat;

Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan;
Kepala Bidang Angkutan Jalan;
Kepala Bidang Kepalabuhanan;
Kepala Bidang Angkutan Pelayaran.

Bagian Kedua

Uraian Tugas Jabatan
Sekretariat

Pasal 5

(1) Tugas Sekretariat adalah menyelenggarakan pembinaan dan tata
laksana, perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan
rumah tangga untuk menunjang dukungan administrasi kepada
seluruh unit organisasi di lingkungan dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretariat mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut:

a.

membagi tugas dan mengarahkan kepada bawahan dengan
mendisposisi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing agar
tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas;

. memberi petunjuk kepada bawahan dengan menjelaskan pokok

permasalahan dan pemecahannya agar setiap tugas yang
diberikan dapat diselesaikan dengan baik;

membina dan mengecek langsung tugas-tugas bawahan sesuai
dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku agar terjalin kerja
sama yang baik, serasi dan saling mendukung dalam pelaksanaan
tugas;

menyusun rencana kerja berdasarkan data tahun sebelumnya dan
petunjuk atasan agar dalam pelaksanaannya berjalan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku untuk terarahnya pelaksanaan
tugas;

membagi tugas pada Kepala Sub Bagian dengan mendisposisi
sesuai bidang tugasnya masing-masing dengan berpedoman pada
ketentuan dan petunjuk atasan agar tidak terjadi tumpang tindih
dalam pelaksanaan tugas;

memberi petunjuk kepada para Kepala Sub Bagian dengan
menjelaskan pokok permasalahan dan pemecahannya agar setiap
tugas yang diberikan dapat terselesaikan dengan baik;

menilai pelaksanaan tugas para Kelapa Sub Bagian yang diberikan
agar dapat diketahui kendala ataupun hambatan dalam
penyelesaian tugas dengan menyarankan upaya pemecahannya;
mengatur pelaksanaan tugas para Kepala Sub Bagian sesuai
dengan ketentuan dan petunjuk atasan agar terjalin kerjasama
yang baik, serasi dan saling mendukung dalam pelaksanaan
tugas;



i.

0.

memeriksa surat dan naskah yang disampaikan kepada atasan
dengan meneliti kebenarannya dan membubuhi paraf terhadap
surat dan naskah dinas yang benar agar tugas berjalan dengan
baik;

mengontrol administrasi surat-surat melalui buku agenda, arsip
dan buku ekspedisi sesuai prosedur agar pendistribusian dan
pengarsipan surat dilaksanakan secara sistematis dan teratur;
membina dan mengendalikan administrasi keuangan,
kepegawaian, umum, perlengkapan dan hukum dinas sesuai
prosedur agar pengelolaan administrasi masing-masing dapat
berjalan sesuai rencana;

mengontrol keperluan rumah tangga dinas dengan memeriksa
daftar kebutuhan dan  penyaluran untuk  mengetahui
pelaksanaannya,;

. memeriksa konsep surat, nota dinas, usul kenaikan pangkat,

kenaikan gaji berkala serta izin cuti pegawai dilingkungan dinas
sesuai dengan peraturan kepegawaian untuk disampaikan kepada
unit yang berwenang untuk dikelola;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggung jawaban
pelaksanaan tugas;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

(3) Sekretariat membawahi:

a.
b.
C.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
Kepala Sub Bagian Keuangan;
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Uraian Tugas Jabatan
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 6

(1) Tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi adalah
melaksanakan koordinasi penyiapan penyusunan rencana program
dan evaluasi anggaran serta pelaporan dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai uraian
tugas jabatan sebagai berikut:

a.

membagi tugas kepada bawahan dengan mendisposisi sesuai
bidang tugasnya masing-masing dengan berpedoman pada
ketentuan dan petunjuk atasan agar tidak terjadi tumpang tindih
dalam pelaksanaan tugas;

. membimbing pelaksanaan tugas bawahan dan mengarahkan serta

menjelaskan sesuai dengan pemecahannya agar setiap tugas
diberikan dapat terselesaikan dengan baik;

mengontrol pelaksanaan tugas bawahan yang diberikan agar
dapat diketahui tingkat pelaksanaan dan penyelesaian;
mengoreksi hasil pelaksanaan tugas bawahan dengan meneliti dan
menelaah secara cermat serta memperbaiki bagian yang salah
agar dapat diselesaikan sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan;

mengonsep surat dan naskah berdasarkan disposisi dan petunjuk
atasan untuk terarahnya pelaksanaan tugas;



1.

melaksanakan penyusunan rencana sarana dan prasarana
angkutan dikaitkan dengan kebutuhan pelayanan sesuai dengan
peraturan yang berlaku wuntuk tercapainya sasaran yang
diharapkan;

melaksanakan telaahan teknik dan operasional rencana
pengembangan bidang transportasi dalam rangka penyusunan
Tatanan Transportasi Wilayah (Tatrawil) sesuai dengan peraturan
dan perundang-undangan yang berlaku untuk tercapainya
sasaran yang diharapkan;

menyusun laporan akuntabilitas kinerja perhubungan wilayah
sesuai ketentuan yang berlaku untuk tercapainya sasaran sesuai
yang diharapkan;

melaksanaan koordinasi bahan-bahan dan data pada masing-
masing bidang untuk bahan penyusunan rencana kerja Dinas
Perhubungan lingkup Pemerintah Provinsi ;

memeriksa dan meneliti naskah dinas yang akan ditanda tangani
oleh Pimpinan dengan membubuhi paraf terhadap Naskah yang
telah dianggap benar agar tugas berjalan dengan baik;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggung jawaban
pelaksanaan tugas;

melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk
atasan.

(3) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi membawahi:

mo a0 o

Penyusun Bahan Perencanaan dan Program Kegiatan;
Pengelola Bahan Perencanaan;

Pengevaluasi dan Pelaporan;

Pengumpul dan Pengolah Data;

Operator Komputer;

Pengetik.

Penyusun Bahan
Perencanaan dan Program Kegiatan

Pasal 7

Penyusun Bahan Perencanaan dan Program Kegiatan mempunyai
uraian tugas jabatan sebagai berikut;

a.

mempelajari pedoman dan petunjuk penyusunan perencanaan
umum dan kegiatan untuk mengetahui prosedur dan metode
dalam perumusan perencanaan dan program = kegiatan
perhubungan;

. menghimpun bahan perencanaan sektor perhubungan yang

meliputi perhubungan darat, laut maupun udara dengan
menyusun sesuai prosedur untuk menjadi acuan dalam
penyusunan perencanaan dan program Kkegiatan prioritas
perhubungan;

mendiskusikan konsep penyusunan rencana program kegiatan
dengan pejabat yang berwenang dan terkait sesuai prosedur
untuk kesmpurnaan penyusunan rencana program kegiatan;



d. menyusun kembali rencana program kegiatan berdasarkan hasil
diskusi sesuai prosedur untuk kelancaran dan optimalisasi
rencana kerja;

e. mengevaluasi proses penyusunan rencana program kegiatan
sesuai prosedur sebagai bahan perbaikan dan kesempurnaan
tercapainya sasaran,;

f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan baik secara
lisan maupun tertulis untuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk
atasan.

Pengelola Bahan Perencanaan
Pasal 8

Pengelola Bahan Perencanaan mempunyai uraian tugas jabatan
sebagai berikut;
a. mempelajari pedoman dan petunjuk dalam pengelolaan

perencanaan dan program kegiatan untuk mengetahui cara dan
tehnik mengelola rencana agar rencana dapat disusun sesuai
aturan yang berlaku;

b. mengelola rencana menurut klasifikasi masing—-masing untuk
memudahkan dalam perumusannya sehingga kegiatan yang
dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan,;

c. mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain
dalam rangka pelaksanaanya, agar program dapat terlaksana
secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;

d. mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan
penyusunan program berikuntya;

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan baik lisan
maupun tertulis untuk bahan pertanggungjawaban pelaksanaan
tugasan;

f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk
atasan.

Pengevaluasi dan Pelaporan
Pasal 9

Pengevaluasi dan Pelaporan mempunyai uraian tugas jabatan sebagai
berikut;
a. mempelajari pedoman dan petunjuk yang berhubungan dengan

evaluasi dan pelaporan dengan berpedoman pada ketentuan,
aturan yang berlaku;

b. membuat analisis evaluasi terhadap rencana kegiatan dengan cara
memperbaiki bagian yang salah agar tidak terjadi tumpang tindih
dalam pelaksanannya;



membuat dan mengoreksi laporan evaluasi pelaksanaan rencana
kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan metode dan
teknik yang diterapkan agar tugas berjalan dengan baik;
menyimpan hasil evaluasi sesuai prosedur yang berlaku agar
mudah ditemukan kembali apabila diperlukan;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan baik lisan
maupun tertulis untuk bahan pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas;

melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk
atasan.

Pengumpul dan Pengelolah Data
Pasal 10

Pengumpul dan Pengelolah Data mempunyai uraian tugas jabatan
sebagai berikut:

a.

mempelajari petunjuk dan pedoman pengumpul data perencana
dan evaluasi untuk mengetahui cara, prosedur dan tehnik serta
metode dalam rangka pengembangan perhubungan;

. mengumpulkan data dan informasi perencana dan evaluasi

kegiatan perhubungan berdasarkan tugas dengan mencatat sesuai
dengan prosedur untuk bahan pembuatan laporan;

menyusun laporan realisasi pengumpulan data dan pengolah data
menurut klaisifikasi masing-masing untuk memudahkan dan
tertibnya penyajian data apabila dibutuhkan;

menyajikan hasil bahan data dalam bentuk naskah tabel, maupun
struktur sesuai kebutuhan;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan baik lisan
maupun tertulis untuk bahan pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas;

melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk
atasan.

Operator Komputer

Pasal 11
Operator Komputer mempunyai uraian tugas jabatan sebagai
berikut:
a. mempelajari data yang disampaikan oleh pimpinan untuk diolah

dan diprogram dengan Komputer sesuai dengan perintah dan
instruksi;

. melaksanakan tugas operasional komputer sesuai dengan

petunjuk teknis dan pengoperasian komputer agat tugas dapat
berjalan dengan baik dan benar;

menjalankan proses komputer sesuai dengan program serta media
yang tidak berfungsi untuk diadakan perbaikan;

mencatat penggunaan komputer dan peralatan program serta
media yang tidak berfungsi untuk dilaporkan dan diadakan
perbaikan;
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memelihara kebersihan peralatan sesuai dengan petunjuk untuk
memcegah kerusakan;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk
atasan.

Pengetik
Pasal 12

Pengetik mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut:

a.

mempelajari konsep yang akan diketik dengan membawa konsep
dan menanyakan tulisan yang diragukan untuk mengetahui isi
konsep dan menemukan huruf, angka, dan tulisan yang salah
dibetulkan untuk mempermudahkan pengetikan;

mengetik net sesuai konsep dan pedoman pengetikan untuk
kebenaran dan kerapian hasil ketikan;

memeriksa hasil ketikan dengan membaca kembali hasil ketikan
dan mencocokkannya dengan konsep agar tidak terjadi kesalahan
ketikan;

menyerahkan hasil ketikan dengan menyampaikan langsung
kepada atasan atau kepada penyusun konsep;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan baik lisan
maupun tertulis untuk bahan pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas;

melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk
atasan.

Uraian Tugas Jabatan
Kepala Sub Bagian Keuangan

Pasal 13

(1) Tugas Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Dinas adalah
melaksanakan pemberian dukungan administrasi di bidang
keuangan, memverifikasi dokumen pelaksanaan anggaran dan
pengelolaan barang milik negara/barang milik daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas jabatan
sebagai berikut:

a.

membagi tugas kepada bawahan dengan mendisposisi sesuai
bidang tugasnya masing-masing dengan berpedoman pada
ketentuan dan petunjuk atasan agar tidak terjadi tumpang tindih
dalam pelaksanaan tugas;

. membimbing pelaksanaan tugas bawahan dan mengarahkan serta

menjelaskan sesuai dengan pemecahanya agar setiap tugas yang
diberikan dapat terselesaikan dengan baik;

mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan yang diberikan agar
dapat diketahui tingkat pelaksanaannya dan penyelesaiann tugas;
memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan dengan meneliti
dan menelaah secara cermat serta memperbaiki bagian yang salah
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agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan;

mengonsep surat dan naskah dilingkungan dinas sesuai dengan
disposisi dan petunjuk atasan untuk terarahnya plaksanaan
tugas;

menyusun rencana kerja anggaran sesuai dengan keperluan dan
kebutuhan anggaran lingkup dinas untuk terarahnya pelaksanaan
tugas;

melakukan administrasi pembukuan, pertanggungjawaban dan
laporan keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang
berlaku, untuk tertibnya administrasi;

menganalisis dan menghimpun data bidang keuangan
dilingkungan Dinas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku
agar tersedianya data yang akurat untuk bahan penyusunan
anggaran;

melakukan  pengawasan laporan administrasi keuangan
bendahara sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk
menghindari kesalahan administrasi keuangan;

menyiapkan bahan usulan perubahan anggaran sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang belaku untuk diproses tindak lanjut;
menganalilis dan melakukan penatausahaan aset dilingkungan
dinas dan UPTD sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar
tercapai sasaran yang diharapkan;

melaksanakan inventarisasi dan pemeliharaan aset milik
pemerintah daerah sesuai daftar inventaris serta mengatur urusan
administrasi perlengkapan pemakai kendaraan dinas sesuai
dengan prosedur dan petunjuk teknis yang berlaku untuk
tertibnya pelaksanaan tugas;

. meneliti dan memeriksa naskah dinas yang akan disampaikan

kepada atasan dengan meneliti kebenarannya dan membubuhi
paraf apabila surat maupun naskah dinas yang sudah benar agar
tugas berjalan dengan baik;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas.

(3) Kepala Sub Bagian Keuangan membawabhi:

a.

@™o Q0o

Bendahara pengeluaran;
Bendahara penerimaan;
Bendahara gaji;
Penyimpan barang;
Pengurus barang;
Petugas karcis retribusi;
Operator komputer;
Pengetik.

Beandahara Pengeluaran

Pasal 14

bendahara pengeluaran mempunyai uraian tugas jabatan sebagai
berikut:
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. membuat SPP untuk pengajuan permintaan UP/GU/TU sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses tindak
lanjut;

. mengajukan SPM kepada BPKAD sesuai SPM yang telah
diterbitkan oleh PPK untuk diproses tindak lanjut;

. mengambil uang pada bank yang telah ditunjuk sesuai aturan
yang berlaku untuk keperluan pelaksanaan tugas;

. menyimpan uang kedalam brand kas sesuai ketentuan yang
berlaku untuk menghindari kehilangan uang;

. membayar uang sesuai permintaan dalam kwitansi yang telah
disetujui oleh atasan langsung/pengguna anggaran dengan
meneliti administrasinya agar tidak terjadi kesalahan pembayaran;
menghitung uang yang telah diterima dan yang telah dikeluarkan
dengan mencatat dalam buku kas untuk dan buku pembantu
sesuai dengan ketentuan yang berlaku,;

. memungut PPn/PPh kemudian menyetorkannya kepada Kas
Negara berdasarkan ketentuan yang berlaku;

. membuat SPJ sesuai realisasi yang yang telah diterima dan yang
dikeluarkan pada setiap bulan sesuai petunjuk dan peraturan
yang berlaku untuk bahan pertanggungjawaban atas uang yang
dikelola;

melakukan pengimputan data keuangan pada SIMDA Keuangan
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai tindak lanjut
pelaksanaan tugas;

menyimpan dan menata dokumen keuangan sesuai klasifikasinya
dan nomor kode untuk memudahkan penemuan kembali;

. melaporkan hasil pelalksanaan tugas kepada atasaan baik secara
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

menyiapkan data untuk bahan laporan keuangan sesuai prosedur
dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan laporan;

. melaksanakan kerja sama dengan PPK sesuai prosedur dalam
rangka penatausahaan pertanggungjawaban keuangan;

. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasaan baik secara
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bendahara Penerima

Pasal 15

Bendahara Penerima mempunyai tugas jabatan sebagai berikut:
a. menerima, membukukan kedalam BKU sesuai prosedur dan

ketentuan yang berlaku untuk disetorkan ke kas daerah hasil
penerimaan pendapatan asli daerah;
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b. membuat reakapitulasi realisasi penerimaan PAD sesuai prosedur
dan ketentuan yang berlaku sebagai bukti penerimaan PAD;

c. membuat STS PAD sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku
untuk proses tindak lanjut;

d. menyetorkan uang hasil Penerimaan PAD ke Kas Daerah sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai tindak lanjut
pelaksanaan tugas;

e. menyimpan bukti setoran atas uang yang disetorkan ke Kas
Daerah melalui Bank yang telah ditunjuk sebagai bukti bahan
laporan;

f. membuat laporan realisasi penerimaan PAD setiap bulan sesuai
prosedur untuk disampaikan kepada BPKAD dan instansi terkait;

g. melakukan koordinasi dengan Bendahara Penerimaan Pembantu
UPTD guna mendapatkan laporan data PAD yang akurat;

h. melakukan pengimputan data PAD ke dalam SIMDA sesuai
prosedur untuk bahan informasi secara online;

i. menyimpan data keuangan yang berkaitan dengan PAD sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan apabila
diperlukan;

j- menyiapkan data yang berhubungan dengan PAD sesuai prosedur
dan ketentuan yang berlaku untuk disajikan bagi yang
mengbutuhkan,;

k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasaan baik secara
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bendahara Gaji
Pasal 16

Bendahara Gaji mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut:
a. memeriksa daftar gaji pegawai sesuai data yang akan diajukan

untuk permintaan pembayaran;

b. mengajukan spp gaji pegawai lingkup dinas perhubungan prov .
sultra melalui PPK sesuai prosedur untuk diproses;

c. mengajukan SPM yang telah diterbitkan oleh PPK ke BPKAD
sesuai prosedur untuk percairan,;

d. membawa SP2D yang telah diterbitkan oleh BPKAD untuk disetor
ke bank yang telah ditunjuk sesuai prosedur untuk diproses;

e. mengambil uang pada bank bersangkutan dengan menggunakan
cek yang telah ditandatangani oleh pengguna anggaran untuk
dibagikan kepada penerima gaji;

f. membuat permintaan pembayaran kekurangan
gaji/KGB/kenaikan pangkat kepada BPKAD sesuai dengan
ketentuan yang berlaku untuk diproses;
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memberi pelayanan adminstratif kepada pegawai yang
mengbutuhkan perincian daftar gaji untuk ditandatangani oleh
atasan;

membuat potongan gaji pegawai yang mempunyai keterkaitan
dengan pihak lain untuk diadakan potongan;
mempertanggungjawabkan seluruh pekerjaan urusan gaji yang
telah dilaksanakannyaas sesuai prosedur untuk kelanjutan
pelaksanaan tugas;

menyiapkan karcis retribusi pelabuhan penyeberangan Kendari
dan Wawonii dengan cara mencetak atau memperbanyak agar
karcis selalu tersedia;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasaan baik secara
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Penyimpan Barang

Pasal 17

Penyimpan Barang mempunyai uraian tugas jabatan sebagai
berikut:

a.

mencatat seluruh barang milik daerah dilingkungan dinas
perhubungan provinsi sulawesi tenggara sesuai petunjuk atasan
sebagai bahan data;

. melakukan pencatatan barang milik daerah yang

dipelihara/diperbaiki kedalam kartu pemeliharaan sesuai
klasifikasi sebagai bahan data;

menyiapkan laporaan barang penggunaan semesteran, laporan
penggunaan barang tahunan (lbpt) serta laporan inventarisasi 5
(lima) tahunan yang berada dilingkunagan dinas perhubungan
provinsi sulawesi tenggara sesuai prosedur sebagai bahan laporan
dan evaluasi;

menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang atau
tidak dipergunakan lagi sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku untuk ditindak lanjuti;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasaan baik secara
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pengurus Barang

Pasal 18

Pengurus Barang mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut:

a.

mencatat seluruh barang milik daerah dilingkungan dinas
perhubungan provinsi sulawesi tenggara sesuai petunjuk atasan
sebagai bahan data;
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b. melakukan pencatatan barang milik daerah yang
dipelihara/diperbaiki kedalam kartu pemeliharaan sesuai
klasifikasi sebagai bahan data;

c. menyiapkan laporaan barang penggunaan semesteran, laporan
penggunaan barang tahunan (lbpt) serta laporan inventarisasi 5
(lima) tahunan yang berada dilingkunagan dinas perhubungan
provinsi sulawesi tenggara sesuai prosedur sebagai bahan laporan
dan evaluasi;

d. menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang atau
tidak dipergunakan lagi sesuai prosedur untuk ditindak lanjuti;

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasaan baik secara
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Petugas Karcis Retribusi
Pasal 19

Petugas Karcis retribusi mempunyai uraian tugas jabatan sebagai
berikut:
a. membuat pesanan karcis kepada pihak percetakan sesuai

kebutuhan Karcis di Pelabuhan Penyeberangan agar selalu
tersdia;

b. membuat pembukuan karcis yang diterima dari pihak percetakan
pembukuan keluar karcis sesuai kebutuhan yang akan
disitribusikan ke UPTD;

c. melakukan kerjasama dengan pihak Bapenda Prov. Sultra dalam
memporporasi karcis sesuai prosedur guna pengesahan/legalitas
karcis;

d. menata stock karcis yang berada digudang dengan menyusun
sesuai nomor seri agar selalu dalam keadaan rapi dan siap
didistribusikan;

e. mendistribusikan karcis sesuai kebutuhan ke UPTD Pelabuhan
Penyeberangan untuk menghindari kekurangan stok;

f. melakukan penghitungan sisa karcis diakhir tahun/Opname stock
karcis sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan
laporan dan evaluasi;

g. berkoordinasi dengan petugas karcis di Pelabuhan Penyeberangan
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku guna mengetahui
kebutuhan karcis;

h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasaan baik secara
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Operator Komputer
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Pasal 20

Operator komputer mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut;

a.

melaksanakan pengetikan surat dan naskah dinas sesuai dengan
disposisi dan petunjuk atasan untuk terarahnya pelaksanaan
tugas;

. mempelajari data yang telah diprogramkan dan mengolahnya

dengan komputer sesuai dengan instruksinya;

mengumpulkan dan menyimpan program dari programer sesuai
prosedur untuk kelancaran pelaksanaantugas;

menjalankan proses komputer sesuai dengan program serta media
yang tidak berfungsi untuk diadakan perbaikan;

mencatat penggunaan komputer dan peralatan program serta
media yang tidak berfungsi untuk dilaporkan dan diadakan
perbaikan;

memelihara kebersihan peralatan sesuai dengan petunjuk untuk
mencegah kerusakan;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan baik secara
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pengetik
Pasal 21

Pengetik mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut:

a.

mempelajari konsep yang akan diketik dengan membawa konsep
dan menanyakan tulisan yang meragukan untuk mengetahui isi
konsep dan menemukan huruf, angka dan tulisan yang salah atau
tidak salah;

. memperbaiki huruf, angka, dan tulisan yang salah dan menulis

dengan pensil huruf,angka dan tulisan yang betul diatas tulisan
yang salah untuk memudahkan pengetikan;

mengetik net sesuai konsep dan menurut pedoman pengetikan
untuk kebenaran dan kerapian hasil ketikan;

memeriksa hasil ketikan dengan membaca kembali hasil ketikan
dan mencocokannya dengan konsep untuk menemukan kesalahan
ketikan;

memperbaiki hasil ketikan dengan menghapus huruf, angka dan
tulisan yang salah dengan tip eks dan mengetik yang betul untuk
kebenaran hasil ketikan;

menyerahkan hasil ketikan dengan menyampaikan langsung
kepada Kasubag Keuangan atau kepada penyusun konsep;
melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Uraian Tugas Jabatan
Kepala Sub Umum dan Kepegawaian
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Pasal 22

(1) Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah
melaksanakan koordinasi dan penyusunan urusan umum dan
kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat
dan dokumentasi, penataan organisasi, penyusunan peraturan
perundang-undangan serta sistem informasi pegawai.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian
tugas jabatan sebagai berikut:

a.

membagi tugas kepada bawahan dengan mendisposisi sesuai
bidang tugasnya masing-masing dengan berpedoman pada
ketentuan dan petunjuk atasan agar tidak terjadi tumpang tindih
dalam pelaksanaan tugas;

. membimbing pelaksanaan tugas bawahan dan mengarahkan serta

menjelaskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar setiap
tugas yang diberikan dapat terselesaikan dengan baik;
mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan yang diberikan agar
dapat diketahui tingkat pelaksanaannya dan penyelesaian tugas;
memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan dengan meneliti
dan menelaah secara cermat serta memperbaiki bagian yang salah
agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan;

mengonsep surat dan naskah dinas yang sesuai disposisi dan
petunjuk atasan untuk terarahnya pelaksanaan tugas;

mengelola administrasi surat menyurat, peralatan dan
perlengkapan kantor, rumah tangga, dokumentasi dan informasi
hukum,kearsipan dan pepustakaan sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku untuk tertibnya pelaksanaan tugas;
menginvertarisir jumlah pegawai dilingkungan Dinas
Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai prosedur agar
dapat tersedia data kepegawaian yang akurat;

menyiapkan daftar nominatif, daftar urut kepangkatan pegawai
dilingkungan Dinas Perhubungan sesuai dengan prosedur
kepegawaian yang berlaku agar jumlah pegawai, status
Pendidikan dan Pangkat dapat diketahui;

mengkordinasikan pelaksanaan penyelesaian administrasi tentang
usul pemberhentian/pensiun pegawai dan kasus-kasus pegawai
dan upaya peningkatan disiplin pegawai serta pemberian hak-hak
pegawai sesuai prosedur dan ketentuan untuk kelancaran
pelaksaan tugas;

melaksanakan kepengurusan kenaikan pangkat, kenaikan gaji
berkala dan kesejahteraan pegawai sesuai prosedur untuk
persiapan dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi
kepegawaian;

mengatur personil upacara, mengurus petugas penanggung jawab
pengawas mingguan dan piket harian pada Dinas Perhubungan,
Provinsi Sulawesi Tenggara untuk kelancaran pelaksanaan
kegiatan;

meneliti dan memeriksa naskah dinas yang akan disampaikan
kepada atasan dengan meneliti kebenarannya dan membubuhi
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paraf apabila surat maupun naskah dinas yang sudah benar agar
tugas berjalan dengan baik;

m. mengelola presentasi atau daftar hadir pegawai sesuai dengan

n.

0.

dengan rekapan untuk diproses lebih lanjut;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

(3) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian membawabhi:

a.
b.
C.

= S I R

—.

Pengolah data dan Rencana Pengembagan Pegawai,

Pengelola Disiplin Pegawai;

Pengadministrasian Data Kepegawaian dan Kesejahteraan
Pegawai;

Pengagenda Surat Masuk dan Surat Keluar;

Arsiparis dan Laporan,;

Pengelola Urusan Rumah Tangga dan Umum;

Pemproses Administrasi Kepegawaian;

. Pemproses Mutasi Pegawaian;

Administrasi Umum dan Kepegawaian;
Operator Komputer;

k. Caraka;

Pengetik.

Pengolah Data dan Rencana
Pengembagan Pegawai

Pasal 23

Pengolah Data dan Rencana Pengembagan Pegawai mempunyai
uraian tugas jabatan sebagai berikut:

a.

melaksanakan tugas inventarisasi jenis-jenis diklat teknis dan
fungsional lingkup pemda provinsi sesuai prosedur yang berlaku
sebagai bahan data;

. melaksanakan tugas inventarisasi pegawai yang memenuhi syarat

untuk mengikuti diklat penjenjangan, teknis dan fungsional
sesuai petunjuk teknis yang berlaku wuntuk peningkatan
pengembangan SDM,;

melaksanakan tugas penyusunan konsep usulan diklat
penjenjangan, teknis dan fungsional sesuai petunjuk teknis yang
berlaku untuk di tindak lanjuti;

melaksanakan tugas penyusunan bezetting dan data formasi
pegawai sesuai petunjuk teknis yang berlaku untuk disampaikan
keatasan;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepasda atasan baik lisan
maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban;
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pengelola Disiplin Pegawai
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Pasal 24

Pengelola Disiplin Pegawai mempunyai uraian tugas jabatan sebagai
berikut:
a. melaksanakan kerjasama dengan petugas mutasi pegawai sesuai

prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam menyediakan data
pegawai per akhir bulan;

b. melaksanakan tugas-tugas administrasi kepegawaian dalam
bentuk daftar nominatif, usul permintaan pensiun, daftar urut
kepangkatan dan tanda penghargaan untuk diproses dan tindak
lanjut;

c. melaksanakan upaya kesejahteraan pegawai sesuai ketentuan
yang berlaku agar selalu melaksanakan tugas dengan baik;

d. melaksanakan pengelolaan surat masuk dan surat keluar
dibidang kepegawaian dengan mencatat mengagenda untuk
tertibnya pelaksanaan tugas;

e. mempersiapkan absensi pada saat apel pagi dan sore hari dengan
mencatat jumlah pegawai yang hadir serta absensi ruangan agar
pengelolaan administrasi dapat terlaksana dengan baik;

f. merekap absensi pegawai sesuai daftar kehadiran pegawai yang
bersangkutan untuk bahan laporan;

g. mengarsipkan  surat-surat dinas/naskah dinas dengan
menggunakan kotak surat dan menyiapkan dalam rak arsip
menurut urutan, nomor, kode dan Kklasifikasi arsip untuk
memudahkan penemuan kembali bilamana dibutuhkan;

h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik lisan
maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban;

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pengadministrasian Data Kepegawaian dan
Kesejahteraan Pegawai

Pasal 25

Pengadministrasian Data Kepegawaian dan Kesejahteraan Pegawai

mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut:

a. menyiapkan buku agenda surat perintah tugas, surat cuti
tahunan, kenaikan gaji berkala, dengan membuat kolom menurut
kebutuhan masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

b. mencatat pegawai yang melakukan perjalanan dinas, cuti tahunan
dan kenaikan pengkat kedalam buku agenda untuk tertibnya
administrasi;

c. merekap dan membuat perhitungan Tambahan Penghasilan
Pegawai (TPP) sebagai dasar pembayaran Tambahan Penghasilan
Pegawai (TPP) sebagai bahan laporan;

d. mengarsipkan surat -surat perintah tugas pegawai, surat cuti
tahunan dan kenaikan gaji berkala dengan menggunakan odner
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kedalam rak arsip menurut urutan nomor, klasifikasi arsip untuk
memudahkan penemuan kembali apabila dibutuhkan;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pengagenda Surat Masuk dan Surat Keluar

Pasal 26

Pengagenda Surat Masuk dan Surat Keluar mempunyai uraian tugas
jabatan sebagai berikut:

a.

menerima dan memeriksa surat atau barang cetakan dari pos,
caraka, perorangan atau instansi/unit kerja sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

. membubuhi tanda tangan pada buku ekspdisi pengantar surat

atau surat tanda terima berdasarkan kebenaran tujuan surat atau
barang cetakan sebagai bukti tanda terima surat;

membuka sampul, memeriksa isi surat guna mengetahui
permasalahan kemudian dilampirkan blanko disposisi yang akan
diajukan kepada pimpinan;

menyusun surat-surat dinas dengan mengelompokan menurut
permasalahan, jenis dan sifatnya untuk diteruskan ketujuan
surat;

menghitung dan mencatat surat dan barang cetakan yang
diterima berdasarkan asal dan nomor atau permasalahannya
kemudian disampaikan kepada yang bersangkutan,;

menyiapkan dan menyerahkan surat dan barang cetakan bersama
buku ekspedisi dan surat tanda terima kepada
pengadministrasian umum;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Arsiparis dan Laporan

Pasal 27
Arsiparis dan Laporan mempunyai uraian tugas jabatan sebagai
berikut:
a. menerima surat masuk keluar dari mengagenda surat dan

b.

menyortir surat yang akan disimpan menurut jenisnya,;
mengklasifikasikan dan memberi kode pada surat masuk maupun
surat keluar yang akan disimpan menurut nomor, bulan dan
tahun sesuai proseur untuk memudakan apabila dibutuhkan;
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mengatur surat keluar yang telah diberi kode kedalam odner
sesuai prosedur untuk disimpan;

menyusun surat-surat dinas lainnya dengan mencatat dalam
buku arsip sesuai dengan pola klasifikasi dan jadwal retensi arsip
serta menyusun menurut urutan nomor, kode untuk
memudahkan pengarsipan;

mengarsipkan surat-surat atau naskah dinas yang menggunakan
kotak surat dan menyiapkan dalam rak arsip menurut urutan
nomor, klasifikasi arsip untuk memudahkan penemuan kembali
apabila dibutuhkan;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara
lisan maupunsecra tertulis untuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pengelola Urusan Rumah Tangga dan Umum

Pasal 28

Pengelola Urusan Rumah Tangga dan Umum mempunyai uraian
tugas jabatan sebagai berikut:

a.

mengontrol kondisi perlengkapan kantor untuk yang rusak atau
tidak dapat digunakan sesuai petunjuk atasan untuk di laporkan
keatasan;

. mencatat data kerusakan pada perlengkapan kantor sesuai

kondisi dan kerusakan untuk bahan rencana perbaikan;
melaporkan kepada atasan mengenai kerusakan perlengkapan
kantor yang memerlukan dana perbaikannya berdasarkan hasil
pengontrolan dan laporan yang rusak untuk ditindak lanjuti;
memperbaiki kerusakan ringan pada perlengkapan kantor seperti
meja, kursi, lemari dan lain-lain sesuai kemanpuan agar
perlengkapan kantor dapat digunakan kembali dengan baik;
mengikuti pelaksanaan perbaikan perlengkapan kantor yang
digunakan pihak lain dengan cara melihat langsung untuk
mengetahui perkembangannya,;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pemproses Administrasi Kepegawaian

Pasal 29

Pemproses Administrasi Kepegawaian mempunyai uraian tugas
jabatan sebagai berikut:

a.

mengumpulkan data pegawai Dinas Perhubungan dan UPTD
sesuai data kepegawaian untuk mendapatkan data yang akurat;
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b. mengolah/menyusun data pegawai untuk pembuatan daftar
nominatif pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai
bahan bahan data;

c. mengolah/menyusun data pegawai untuk pembuatan daftar urut
kepangkatan (DUK) agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku,;

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara
lisan maupun secara tertulis;

e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pemproses Mutasi Pegawai
Pasal 30

Pemproses Mutasi Pegawai mempunyai uraian tugas jabatan sebagai
berikut:
a. mengumpul data kenaikan gaji berkala, kenaikan

pangkat/penyesuaian ijazah, usul pindah, sesuai ketentuan yang
berlaku untuk diproses;

b. mengonsep usul surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala, usul
kenaikan pangkat/penyesuaian ijazah, cuti berdasarkan bukti sah
yang diperlukan untuk diproses;

c. mengonsep usul pengangkatan/pemberhentian jabatan sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut;

d. mencatat surat yang berkaitan dengan gaji berkala, kenaikan
pangkat/penyesuaian ijazah, mutasi dan sebagainya yang telah
ditanda tangani pimpinan untuk didistribusikan kepada yang
berkepentingan;

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik lisan
maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban;

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Administrasi Umum dan Kepegawaian
Pasal 31

Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas
jabatan sebagai berikut:
a. menyiapkan buku agenda, buku ekspedisi dengan membuat kolom

menurut kebutuhan masing-masing dan menuliskan maksud tiap-
tiap kolom untuk memudahkan pencetakan surat-surat dan
naskah;

b. mengagenda surat masuk dengan mencatat kdalam buku agenda
dan menulis nomor, tanggal surat, asal surat dan tujuan surat
agar surat-surat yang masuk tercatat dan mudah diketahui;

c. mencatat surat keluar kedalam buku, mengekspedisi dan
menggunakan kartu kendali agar surat keluar tercatat dan mudah
diketahui arahannya;

d. menyusun surat-surat dinas lainnya dengan mencatat dalam
buku arsip sesuai dengan pola klasifikasi dan jadwal retensi arsip
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serta menyusun menurut urutan nomor, kode untuk
memudahkan pengarsipan;

e. mengarsipkan surat-surat atau naskah dinas yang menggunakan
kotak surat dan menyiapkan dalam rak arsip menurut urutan
nomor, klasifikasi arsip untuk memudahkan penemuan kembali
apabila dibutuhkan;

f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Operator Komputer
Pasal 32

Operator Komputer mempunyai uraian tugas jabatan sebagai

berikut:

a. melaksanakan pengetikan surat dan naskah dinas sesuai dengan

disposisi dan petunjuk atasan untuk terarahnya pelaksanaan
tugas;

. mempelajari data yang telah diprogramkan dan mengolahnya

dengan Komputer sesuai dengan instruksinya,;

mengumpulkan dan menyimpan program dari programer sesuai
prosedur untuk kelancaran pelaksanan tugas;

menjalankan proses komputer sesuai dengan program serta media
yang tidak berfungsi untuk diadakan perbaikan;

mencatat penggunaan komputer dan peralatan program serta
media yang tidak berfungsi untuk dilaporkan dan diadakan
perbaikan,;

memelihara kebersihan peralatan sesuai dengan petunjuk untuk
mencegah kerusakan;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan baik secara
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Caraka

Pasal 33

Pengumpul dan Pengolah Data mempunyai uraian tugas jabatan
sebagai berikut:

a.

menerima dan memeriksa surat atau barang cetakan dari
pimpinan kepada pejabat bersangkutan berdasarkan masalah dan
tujuan untuk disampaikan kepada yang bersangkutan;

. menerima dan memeriksa buku ekspedisi dan surat tanda terima

serta menghitung jumlah surat yang diterima agar sesui dengan
jumlah yang tertera pada buku ekspedisi;

membuat rencana perjalanan menurut arah yang akan dituju
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
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d. menyusun dan memasukan surat dalam sampul surat
berdasarkan tujuan surat guna memudahkan pengirim;

e. menyerahkan buku ekspedisi dan atau surat tanda terima kepada
penerima surat untuk ditandatangan;

f. menerima surat dan atau pesan titipan dari pejabat yang
berkepentingan sesuai dengan pesannya;

g. menerima dan menyerahkan kembali ekspedisi atau surat tanda
terima ekspedisi sebagai bukti yang telah ditanda tangani oleh
penerima surat;

h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pengetik
Pasal 34

Pengetik mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut:
a. mempelajari konsep yang akan diketik dengan membawa konsep

dan menanyakan tulisan yang meragukan untuk mengetahui isi
konsep dan menemukan huruf, angka dan tulisan yang salah atau
tidak salah;

b. memperbaiki huruf, angka, dan tulisan yang salah dan menulis
dengan pensil huruf,angka dan tulisan yang betul diatas tulisan
yang salah untuk memudahkan pengetikan;

c. mengetik net seuai konsep dan menurut pedoman pengetikan
untuk kebenaran dan kerapian hasil ketikan;

d. memeriksa hasil ketikan dengan membaca kembali hasil ketikan
agar tidak terjadi kesalahan;

e. mencocokannya dengan konsep dengan menbaca dan
memperhatikan dengan baik untuk menemukan kesalahan
ketikan;

f. memperbaiki hasil ketikan dengan menghapus huruf, angka dan
tulisan yang salah dengan tip eks dan mengetik yang betul untuk
kebenaran hasil ketikan;

g. menyerahkan hasil ketikan dengan menyampaikan langsung
kepada Kasubag Umum dan Kepegawaian atau kepada penyusun
konsep;

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

Uraian Tugas Jabatan
Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan

Pasal 35
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(1) Tugas Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan adalah melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan
evaluasi serta pelaporan di bidang lalu lintas jalan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai uraian tugas jabatan
sebagai berikut:

a. menyusun rencana kerja berdasarkan data tahunan sebelumnya

dan petunjuk atasan agar dalam dalam pelaksanaannya berjalan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk terarahnya
pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada para Kepala Seksi dengan mendisposisi
sesuai bidang tugasnya masing-masing dengan berpedoman pada
ketentuan dan petunjuk atasan agar tidak terjadi tumpang tindih
dalam pelaksanaan tugas;

c. memberi petunjuk dan pengarahan kepada para Kepala Seksi
pokok permasalahan dan pemecahannya agar tidak terjadi
tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas;

d. memantau dan membimbing pelaksanaan tugas Kepala Seksi agar
mengetahui kendala maupun hambatannya dan menyarankan
upaya pemecahannya,;

e. mangatur pelaksanaan tugas para Kepala Seksi sesuai dengan
ketentuan dan petunjuk atasan agar terjalin kerjasama yang
ketentuan dan petunjuk atasan agar terjalin kerjasama yang baik
serasi dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas;

f. memeriksa dan mengoreksi surat atau naskah yang akan
disampaikan kepada atasan dengan meneliti kebenarannya dan
membubuhi paraf terhadap surat atau naskah yang benar
sebelum disampaikan kepada pimpinan untuk terlaksananya
tugas dengan baik;

g. menyiapkan program atau bahan pengendalian atau pengawasan
manajemen lalu lintas jalan, rekayasa lalu lintas jalan, dan
keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku untuk tercapainya sasaran yang
diharapkan,;

h. melaksanakan penyiapan rencana dan program pembangunan
perlengkapan jalan atau perlengkapan fasilitas keselamatan lalu
lintas dan angkutan di jalan provinsi sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

i. melaksanakan analisa dampak lalu lintas untuk jalan provinsi,
audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di
jalan provinsi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar
tercapai sasaran yang diharapkan;

j- melaksanakan manajemen lalu lintas jalan sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku untuk tercapainya sasaran sesuai yang
diharapkan;
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melaksanakan rekayasa lalu lintas jalan dan keselamatan lalu
lintas jalan, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk
tercapainya sasaran sesuai yang diharapkan;

melaksanakan perbaikan geometris ruas jalan dan/atau
persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan
langsung dengan pengguna jalan sesuai prosedur dan ketentuan
yang berlaku untuk tercapainya sasaran sesuai yang diharapkan;

. melaksanakan penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi

meliputi pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan
perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna
jalan sesuai kebutuhan untuk kelancaran lalu lintas jalan;

. melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terkait

lalu lintas jalan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku
untuk mengetahui kendala hambatan dan bahan serta laporan
pada atasan;

. melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas

dan angkutan jalan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku
untuk diproses tindak lanjut;

. melaksanakan pengkajian persetujuan hasil analisis dampak lalu

lintas untuk jalan provinsi, audit dan inspeksi keselamatan LLAJ
di Jalan provinsi untuk bahan masukan;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara
lisan maupunsecara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan, membawabhi:

a.
b.

C.

Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas jalan;
Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan;
Kepala Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Uraian Tugas Jabatan
Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas

Pasal 36

(1) Tugas Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan adalah
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan manajemen lalu
lintas jalan, dan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas pada
jalan provinsi.

(2) Untuk melaksankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas mempunyai uraian tugas
jabatan sebagai berikut:

a.

membagi tugas kepada bawahan dengan mendisposisi sesuai
bidang tugasnya masing-masing dengan berpedoman pada
ketentuan dan petunjuk atasan agar tidak terjadi tumpang tindih
dalam pelaksanaan tugas;
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. membimbing pelaksanaan tugas bawahan dan mengarahkan serta

menjelaskan sesuai dengan pemecahannya agar setiap tugas
yang diberikan dapat terselesaikan dengan baik;

mengontrol pelaksanaan tugas bawahan yang diberikan agar
dapat diketahui tingkat pelaksanaannya dan penyelesain tugas;
mengoreksi hasil pelaksanaan tugas bawahan dengan meneliti dan
menelaah secara cermat serta memperbaiki bagian yang salah
agar dapat diselesaikan sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan;

mengonsep surat dan naskah dinas sesuai dengan disposisi dan
petunjuk atasan untuk terarahnya pelaksanaan tugas;
menyusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan ruang kegiatan berskala
provinsi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk
tercapainya sasaran yang diharapkan;

melaksanakan manajemen lalu lintas untuk jaringan jalan
provinsi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk
tercapainya sasaran yang diharapkan;

membuat Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk
jalan provinsi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk
diketahui bersama terkait analisis dampak lalu lintas untuk jalan
provinsi;

melakukan penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan untuk
jalan provinsi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk
diketahui bersama kelas jalan yang dilalui;

melaksanakan penyediaan perlengkapan jalan yg diselenggarakan
pemerintah provinsi untuk jalan provinsi sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku untuk kepentingan lalu lintas jalan;
melakukan perencanaan inventarisasi dan analisis ketersediaan
atau daya tampung jalan sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku untuk tercapainya sasaran yang diharapkan;

melakukan perencanaan inventarisasi dan analisis dampak lalu
lintas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk
tercapainya sasaran yang diharapkan;

. melaksanakan penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan

dan gerakan lalu lintas untuk jalan provinsi sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku untuk dilaksanakan dan dipatuhi;
melakukan pemantauan dan evaluasi analisis dampak lalu lintas
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan
laporan dan pengambilan keputusan;

. menetapkan dan mengevaluasi kebutuhan lalu lintas secara

berkala di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan
jalan untuk jalan provinsi;

. meneliti dan memeriksa naskah dinas yang akan disampaikan

kepada atasan dengan meneliti kebenarannya dan membubuhi
paraf apabila surat maupun naskah dinas yang sudah benar agar
tugas berjalan dengan baik;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas membawahi:
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Petugas perencanaan prasarana lalu lintas;
Petugas analisis dampak lalu lintas;
Petugas operator komputer.

Petugas Perencanaan Prasarana Lalu Lintas

Pasal 37

Petugas Perencanaan Inventarisasi Prasarana Lalu Lintas mempunyai
uraian tugas jabatan sebagai berikut:

a.

mempelajari petunjuk dan peraturan yang berhubungan dengan
kegiatan perencanaan Inventarisasi prasarana lalu lintas sesuai
petunjuk pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
menginventarisasi dan evaluasi sarana dan prasarana kegiatan
sehubungan dengan pemasangan rambu-rambu pada jalan yang
melakukan perhatian khusus egar tidak terjadi kecelakaan;
menyusun hasil inventarisasi prasarana lalu lintas sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pengelolaan
pemasangan rambu-rambu pada daerah atau lokasi yang telah
ditetapkan untuk jalan provinsi;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Petugas Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 38

Petugas Analisis Dampak Lalu Lintas mempunyai uraian tugas
jabatan sebagai berikut:

a.

b.

mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang
berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan;

melaksanakan penyusunan dokumen analisis dampak lalu lintas
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tercapainya
sasaran yang diharapkan;

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan
analisis dampak lalu lintas sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku dalam rangka tercapainya sasaran yang diharapkan;
melaksanakan evaluasi terhadap dampak lalu lintas sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan laporan dan
pengambilan keputusan;

melaporkan analisis bangkitan lalu lintas sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan;

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Operator Komputer
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Pasal 39

Operator Komputer mempunyai uraian tugas jabatan sebagai
berikut:

a.

b.

mempelajari data yang telah diprogramkan dan mengolahnya
dengan komputer sesuai dengan instruksinya;

mengumpulkan dan menyimpan program dari programer sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku wuntuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

menjalankan proses komputer sesuai dengan program serta media
yang tidak berfungsi untuk diadakan perbaikan;

mencatat penggunaan komputer dan peralatan program serta
media yang tidak berfungsi untuk dilaporkan dan diadakan
perbaikan;

memelihara kebersihan peralatan sesuai dengan petunjuk untuk
mencegah kerusakan;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Uraian Tugas Jabatan
Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan

Pasal 40

(1) Tugas Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan adalah
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan perlengkapan
jalan di jalan provinsi, dan penerapan teknologi informasi dan
komunikasi lalu lintas jalan.

(2) Untuk melaksankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan mempunyai uraian tugas
jabatan sebagai berikut:

a.

membagi tugas kepada bawahan dengan mendisposisi sesuai
bidang tugasnya masing-masing dengan berpedoman pada
ketentuan dan petunjuk atasan agar tidak terjadi tumpang tindih
dalam pelaksanaan tugas;

. membimbing pelaksanaan tugas bawahan dan mengarahkan serta

menjelaskan sesuai dengan pemecahannya agar setiap tugas
yang diberikan dapat terselesaikan dengan baik;

mengontrol pelaksanaan tugas bawahan yang diberikan agar
dapat diketahui tingkat pelaksanaannya dan penyelesain tugas;
mengoreksi hasil pelaksanaan tugas bawahan dengan meneliti dan
menelaah secara cermat serta memperbaiki bagian yang salah
agar dapat diselesaikan sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan;

mengonsep surat dan naskah dinas sesuai dengan disposisi dan
petunjuk atasan untuk terarahnya pelaksanaan tugas;
menyusun rencana kerja seksi rekayasa lalu lintas sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk terarahnya
pelaksanaan kegiatan;
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melaksanakan penyiapan perumusan di bidang penyediaan
perlengkapan jalan di jalan provinsi dan teknologi informasi dan
komunikasi lalu lintas jalan sesuai petunjuk teknis untuk
tercapainya sasaran sesuai yang diharapkan,;

melaksanakan kebijakan di bidang penyediaan perlengkapan jalan
di jalan provinsi dan teknologi informasi dan komunikasi lalu
lintas jalan sesuai petunjuk teknis untuk tercapainya sasaran
sesuai yang diharapkan;

melaksanakan penerapan teknologi informasi dan komunikasi lalu
lintas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan
fasilitas pendukung dijalan provinsi;

melaksanakan program kerja dan rencana penyediaan
perlengkapan jalan di jalan provinsi yang berkaitan langsung
dengan pengguna jalan dan perbaikan geometris ruas jalan dan/
atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan
langsung dengan pengguna jalan agar berjalan sesuai yang
diharapkan,;

melaksanakan evaluasi dan pendataan sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku untuk menetukan kebutuhan dan lokasi
penempatan serta penyediaan perlengkapan jalan di jalan
provinsi;

meneliti dan memeriksa naskah dinas yang akan disampaikan
kepada atasan dengan meneliti kebenarannya dan membubuhi
paraf apabila surat maupun naskah dinas yang sudah benar agar
tugas berjalan dengan baik;

. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara

lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan membawahi:

a.

b.
C.
d.

Petugas Perumus dan Pelaksanaan Penyediaan Perlengkapan
Jalan;

Petugas Evaluasi dan Pelaporan Penyediaan Perlengkapan Jalan;
Petugas Pendataan dan Pengarsipan Surat;

Operator Komputer.

Petugas Perumus dan Pelaksanaan
Penyediaan Perlengkapan Jalan

Pasal 41

Petugas perumus dan pelaksanaan penyediaan perlengkapan jalan
mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut:
a. mempelajari petunjuk dan peraturan yang berhubungan dengan

kegiatan rekayasa lalu lintas jalan sesuai petunjuk atasan
sebagai bahan rencana kerja serta kelancaran pelaksanaan tugas;
mempersiapkan rumusan dan pelaksanaan pada kegiatan
rekayasa lalu lintas jalan di jalan provinsi sesuai petunjuk teknis
untuk menghasilkan rumusan yang benar;
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menyususn rencana pengelolaan rekayasa lalu lintas jalan di
jalan provinsi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk
tercapainya sasaran yang diharapkan;

melaksanakan kegiatan rekayasa lalu lintas jalan yang meliputi
pengadaan, pemasangan, perbaikan dan = pemeliharaan
perlengkapan jalan di jalan provinsi sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku untuk keselamatan keamanan
kelancaran dijalan;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara
lisan maupun tertulis untuk bahan pertanggungjawaban;
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Petugas Evaluasi dan Pelaporan
Penyediaan Perlengkapan Jalan

Pasal 42

Petugas Evaluasi dan Pelaporan Penyediaan Perlengkapan Jalan
mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut:

a.

mempelajari petunjuk dan peraturan yang berhubungan dengan
kegiatan rekayasa lalu lintas jalan sesuai petunjuk atasan
sebagai bahan rencana kerja dan kelancaran pelaksanaan tugas;
melakukan evaluasi dan membuat data laporan penyediaan
perlengkapan jalan yang akan dipasang atau sudah dipasang
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan
pengambilan keputusan;

membantu pelaksanaan kegiatan penyediaan perlengkapan jalan
di jalan provinsi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku
sebagai penunjan keselamatan keamanan dan kelancaran dijalan;
menyimpan data evaluasi dan laporan secara baik dan rapi sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan
apabila diperlukan;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban,;
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Petugas Pendataan dan Pengarsipan Surat

Pasal 43

Petugas Pendataan dan Pengarsipan Surat mempunyai uraian tugas
jabatan sebagai berikut:

a.

mempelajari petunjuk dan peraturan yang berhubungan dengan
kegiatan rekayasa lalu lintas jalan sesuai petunjuk atasan
sebagai bahan rencana kerja dan kelancaran pelaksanaan tugas;
melakukan pendataan dari hasil pelaksanaan kegiatan
penyediaan perlengkapan Jalan sesuai prosedur dan ketentuan
yang berlaku sebagai bahan data;
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c. mengarsipan surat yang berkaitan dengan kegiatan seksi
rekayasa lalu lintas jalan sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku untuk memudahkan apabila dibutuhkan;

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pendataan dan pengarsipan
surat kepada atasan  baik secara lisan maupun tertulis untuk
bahan pertanggung jawaban;

e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Operator Komputer

Pasal 44

Operator Komputer mempunyai uraian tugas jabatan sebagai

berikut:

a. mempelajari data yang telah diprogramkan dan mengolahnya
dengan komputer sesuai dengan instruksinya untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

b. mengumpulkan dan menyimpan program dari programer sesuai
prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

c. menjalankan proses komputer sesuai dengan program serta
media yang tidak berfungsi untuk diadakan perbaikan;

d. mencatat penggunaan komputer dan peralatan program serta
media yang tidak berfungsi untuk dilaporkan dan diadakan
perbaikan;

e. memelihara kebersihan peralatan sesuai dengan petunjuk untuk
mencegah kerusakan;

f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Uraian Tugas Jabatan
Kepala Seksi Keselamatan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 45

Tugas Kepala Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
adalah melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan
inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan provinsi, laik fungsi
jalan keselamatan sarana dan prasarana, fasilitasi manajemen dan
penanganan keselamatan di jalan provinsi, fasilitasi promosi dan
kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan,
keselamatan pengusahaan angkutan umum dan fasilitasi kelaikan
kendaraan serta penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri
sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Untuk melaksankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut:
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. membagi tugas kepada bawahan dengan mendisposisi sesuai
bidang tugasnya masing-masing dengan berpedoman pada
ketentuan dan petunjuk atasan agar tidak terjadi tumpang tindih
dalam pelaksanaan tugas;

. membimbing pelaksanaan tugas bawahan dan mengarahkan
serta menjelaskan sesuai dengan pemecahannya agar setiap
tugas yang diberikan dapat terselesaikan dengan baik;

. mengontrol pelaksanaan tugas bawahan yang diberikan sesuai
prosedur agar dapat diketahui tingkat pelaksanaannya dan
penyelesain tugas;

. mengoreksi hasil pelaksanaan tugas bawahan dengan meneliti
dan menelaah secara cermat serta memperbaiki bagian yang
salah agar dapat diselesaikan sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan;

. mengonsep surat dan naskah dinas sesuai dengan disposisi dan
petunjuk atasan untuk terarahnya pelaksanaan tugas;
melakukan pengkajian masalah keselamatan lalu-lintas jalan
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku guna
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

. melaksanakan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan
untuk jalan provinsi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku
sebagai bahan evaluasi keselamatan lalulintas;

. melaksanakan penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan
untuk jalan provinsi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku
untuk kepentingan keselamatan jalan;

melaksanakan penyediaan perlengkapan jalan untuk jalan
provinsi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk
kelancaran keamanan keselamatan jalan;

melaksanakan pentapan rencana umum nasional keselamatan
lalulintas jalan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku
untuk kepentingan keselamatan jalan;

. melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan
perlengkapan keselamatan lalu-lintas jalan sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku untuk kelancaran keamanan
keselamatan jalan;

melaksanakan pengkajian masalah keselamatan lalu-lintas jalan
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku guna
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan program
keamanan dan audit, inspeksi keselamatan lalu-lintas jalan
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tercapainya
sasaran yang diharapkan;

. melaksanakan pembinaan teknis dan bimbingan keselamatan,
analisa daerah rawan  kecelakaan lalu lintas antar
kabupaten/kota sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku
untuk mencegah terjadinya kecelakaan;

. melaksanakan pemantauan dan evaluasi analisis dampak lalu
lintas untuk jalan provinsi sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku agar pelaksanaan tugas dapat terkendali sebagaimana
yang diharapkan;

. meneliti dan memeriksa naskah dinas yang akan disampaikan
kepada atasan dengan meneliti kebenarannya dan membubuhi
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paraf apabila surat maupun naskah dinas yang sudah benar
untuk terlaksananya tugas dengan baik;

q.- melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

(3) Kepala Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
membawahi:

a. Petugas Analisis Sarana Keselamatan Lalu-Lintas Jalan;

b. Petugas Analisis Daerah Rawan Lalu-Lintas Jalan;
c. Petugas Tehnis Lalu-Lintas Jalan;
d. Operator Komputer.

Petugas Analisis Sarana Keselamatan
Lalu-Lintas Jalan

Pasal 46

Petugas Analisis Sarana Keselamatan Lalu-Lintas Jalan mempunyai
uraian tugas jabatan sebagai berikut:
a. mempelajari petunjuk dan peraturan yang berhubungan dengan

kegiatan analisis dalam rangka pengadaan prasarana
perhubungan darat untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

b. mempersiapkan sarana dan prasarana kegiatan sehubungan
dengan kegiatan analisis untuk penyelenggaraan prasarana
perhubungan darat antar daerah kabupaten/kota maupun
provinsi;

c. menyusun rencana pengelolaan kegiatan analisis perhubungan
darat antar daerah kabupaten/kota maupun provinsi sesuai
petunjuk teknis untuk terarahnya pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan pelayanan kegiatan analisis perhubungan darat
sesua dengan petunjuk atasan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku untuk keselamatan lalu lintas;

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara
lisan maupun tertulis wuntuk vahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Petugas Analisis Daerah Rawan
Lalu-Lintas Jalan

Pasal 47

Petugas Analisis Daerah Rawan Lalu-Lintas Jalan mempunyai
uraian tugas jabatan sebagai berikut:
a. mempelajari petunjuk dan peraturan yang berhubungan dengan

kegiatan analisis daerah rawan lalu-lintas dalam rangka
keselamatan jalan sesuai petunjuk atasan sebagai bahan rencana
kerja;



35

mempersiapkan sarana dan prasarana kegiatan sehubungan
dengan kegiatan analisis daerah rawan kecelakaan untuk
menjaga keselamatan penumpang yang melintasi daerah rawan
kecelakaan antar daerah kabupaten/kota maupun provinsi;
menyusun rencana pengelolaan kegiatan analisis dan daerah
rawan kecelakaan dalam rangka pemasangan rambu-rambu
antar daerah kabupaten/kota maupun provinsi untuk dilaporkan
kepada atasan;

melaksanakan pelayanan kegiatan hasil analisis keselamatan
jalan dan analisis daerah rawan kecelakaan untuk jalan provinsi
sesuai dengan petunjuk atasan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku sebagai tindak lanjut pelaksanaan tugas;
melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara
lisan maupun tertulis untuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Petugas Tehnis Lalu-Lintas Jalan

Pasal 48

Petugas Tehnis Lalu-Lintas Jalan mempunyai uraian tugas jabatan
sebagai berikut:

a.

mempelajari petunjuk dan peraturan yang berhubungan dengan
kegiatan tehnis parasarana perhubungan darat sesuai petunjuk
atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

mempersiapkan sarana dan prasarana kegiatan sehubungan
dengan kegiatan tehnis parasarana sesuai petunjuk teknis untuk
penyelenggaraan prasarana perhubungan darat antar daerah
kabupaten/kota maupun provinsi;

menyusun rencana pengelolaan kegiatan tehnis parasarana
perhubungan darat antar daerah kabupaten/kota sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku maupun provinsi untuk
dilaporkan kepada atasan;

melaksanakan pelayanan kegiatan tehnis parasarana
perhubungan darat sesuai dengan petunjuk atasan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai tindak
lanjut pelaksanaan tugas;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara
lisan maupun tertulis untuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Operator Komputer

Pasal 49

Operator Komputer mempunyai uraian tugas jabatan sebagai
berikut:
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a. mempelajari data yang telah diprogramkan dan mengolahnya
dengan komputer sesuai dengan instruksinya;

b. mengumpulkan dan menyimpan program dari programer sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

c. menjalankan proses komputer sesuai dengan program serta
media yang tidak berfungsi untuk diadakan perbaikan;

d. mencatat penggunaan komputer dan peralatan program serta
media yang tidak berfungsi untuk dilaporkan dan diadakan
perbaikan;

e. memelihara kebersihan peralatan sesuai dengan petunjuk untuk
mencegah kerusakan;

f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat

Uraian Tugas Jabatan
Kepala Bidang Angkutan Jalan

Pasal 50

(1) Tugas Kepala Bidang Angkutan Jalan adalah melaksanakan

(2)

penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta

evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan jalan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Bidang Angkutan Jalan mempunyai uraian tugas jabatan

sebagai berikut:

a. membagi tugas kepada bawahan dengan mendisposisi sesuai
bidang tugasnya masing-masing dengan berpedoman pada
ketentuan dan petunjuk atasan agar tidak terjadi tumpang tindih
dalam pelaksanaan tugas;

b. membimbing pelaksanaan tugas bawahan dan mengarahkan

serta menjelaskan sesuai dengan pemecahannya agar setiap
tugas yang diberikan dapat terselesaikan dengan baik;

c. mengontrol pelaksanaan tugas bawahan yang diberikan agar

dapat diketahui tingkat pelaksanaannya dan penyelesain tugas;

d. mengoreksi hasil pelaksanaan tugas bawahan dengan meneliti

dan menelaah secara cermat serta memperbaiki bagian yang
salah agar dapat diselesaikan sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan;

e. mengonsep surat dan naskah dinas sesuai dengan disposisi dan

petunjuk atasan untuk terarahnya pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang

angkutan orang dan terminal dan barang serta pemaduan moda
dan perkeretaapian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku
untuk menghasilkan rumusan yang benar;

g. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang

angkutan orang dan terminal dan barang serta pemaduan moda
dan perkeretaapian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku
untuk tercapainya sasaran yang diharapkan,;
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melaksanakan penetapan rencana induk jaringan LLAJ provinsi
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tercapainya
sasaran yang diharapkan;

melaksanakan pengelolaan terminal penumpang tipe B sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan
pekerjaan dapat berjalan dengan baik;

melaksanakan penyediaan trayek angkutan umum untuk jasa
angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu)
daerah provinsi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar
berjalan sesuai rencana;

melaksanakan perencanaan penetapan kawasan perkotaan untuk
pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu)
daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tercapainya sasaran
yang diharapkan;

melaksanakan perencanaan penetapan rencana umum jaringan
trayek antar kota dalam daerah povinsi dan perkotaan yang
melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tercapainya sasaran
yang diharapkan;

. melaksanakan perencanaan penetapan rencana umum jaringan
trayek pedesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten
dalam 1 (satu) daerah provinsi sesuai prosedur dan ketentuan
yang berlaku untuk tercapainya sasaran yang diharapkan;
melaksanakan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi
yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah
kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi sesuai prosedur
dan ketentuan yang berlaku untuk memperlancar angkutan
jalan;

melaksanakan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan
orang yang melayani trayek antarkota dalam daerah provinsi
serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1
(satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk terarahnya
tarif angkutan jalan;

melaksanakan penetapan rencana induk perkeretaapian provinsi
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kepentingan
angkutan jalan ;

melaksanakan penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin
operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya
melintasi batas daerah kabupaten/kota sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku dalam rangka = pengoprasian
perkeretapian umun;

melaksanakan penetapan jaringan jalur kereta api yang
jaringannya melebihi wilayah 1 (satu) daerah kabupaten/kota
dalam (satu) daerah provinsi sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku untuk kelancaran pengoprasian perkeretapian umum,;
melaksanakan penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada
jaringan jalur kereta api provinsi sesuai prosedur dan ketentuan
yang berlaku untuk kelancaran pengoprasian perkeretapian
umum;
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t. melaksanakan penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian
umum yang jaringan jalurnya melintasi batas daerah
kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi sesuai prosedur
dan ketentuan yang berlaku dalam rangka pengoprasian
perkeretapian umum;

u. meneliti dan memeriksa naskah dinas yang akan disampaikan
kepada atasan dengan meneliti kebenarannya dan membubuhi
paraf apabila surat maupun naskah dinas yang sudah benar agar
tugas berjalan dengan baik;

v. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Bidang Angkutan Jalan membawahi:

a. Kepala Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Terminal,

b. Kepala Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan
Barang;

c. Kepala Seksi Pemaduan Multi Moda dan Pengembangan
Perkeretaapian.

Uraian Tugas Jabatan
Kepala Seksi Angkutan Orang
Dalam Trayek dan Terminal

Pasal 51

Tugas Kepala Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Terminal
adalah melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan terminal
tipe B, rencana umum jaringan trayek antar kota dalam provinsi,
perizinan angkutan orang dalam trayek di jalan antar kota dalam
provinsi, tarif kelas ekonomi angkutan orang dalam trayek,
sertafasilitasi perizinan angkutan orang dalam trayek antar kota
antar provinsi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Terminal

mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut:

a. membagi tugas kepada bawahan dengan mendisposisi sesuai
bidang tugasnya masing-masing dengan berpedoman pada
ketentuan dan petunjuk atasan agar tidak terjadi tumpang tindih
dalam pelaksanaan tugas;

b. membimbing pelaksanaan tugas bawahan dan mengarahkan
serta menjelaskan sesuai dengan pemecahannya agar setiap
tugas yang diberikan dapat terselesaikan dengan baik;

c. mengontrol pelaksanaan tugas bawahan yang diberikan agar
dapat diketahui tingkat pelaksanaannya dan penyelesain tugas;

d. mengoreksi hasil pelaksanaan tugas bawahan dengan meneliti
dan menelaah secara cermat serta memperbaiki bagian yang
salah agar dapat diselesaikan sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan;

e. mengonsep surat dan naskah dinas sesuai dengan disposisi dan
petunjuk atasan untuk terarahnya pelaksanaan tugas;
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menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang angkutan
orang dalam trayek dan terminal sesuai prosedur dan ketentuan
yang berlaku untuk menghasilkan suatu rumusan yang benar;

. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
angkutan orang dalam trayek dan terminal sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku untuk tercapainya tujuan yang
diharapkan;

. melaksanakan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang
angkutan orang dalam trayek dan terminal sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi
pengambilan keputusan,;

melaksanakan suvei penetapan rencana induk jaringan LLAJ
provinsi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk
kelancaran angkutan orang dalam trayak dan terminal,
melaksanakan pengelolaan terminal penumpang tipe B sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku agar berjalan sesuai
dengan fungsinya;

. melaksanakan rencana penetapan dan perizinan lokasi terminal
penumpang tipe B sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku
untuk kelancaran angkutan penumpang;

melaksanakan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan
orang antar kota dalam 1 (satu) daerah provinsi sesuai prosedur
dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran angkutan
penumpang;

. melaksanakan rencana penetapan kawasan perkotaan untuk
pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu)
daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk terarahnya
pelayanan angkutan perkotaan;

. melaksankan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang
dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah
provinsi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk
kelancaran angkutan orang trayek lintas daerah kabupaten/kota;
. melaksanakan penetapan rencana umum jaringan trayek antar
kota dalam daerah povinsi dan perkotaan yang melampaui batas
1 (satu) daerah kabupaten/kota sesuai prosedur dan ketentuan
yang berlaku untuk terarahnya trayek antar kota dalam daerah
povinsi dan perkotaan;

. melaksanakan penetapan rencana umum jaringan trayek
pedesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1
(satu) daerah provinsi sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku untuk terarahnya angkutan trayek pedesaan;

. melaksanakan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan
orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah provinsi
serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1
(satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk terarahnya
tarif angkutan jalan;

meneliti dan memeriksa naskah dinas yang akan disampaikan
kepada atasan dengan meneliti kebenarannya dan membubuhi
paraf apabila surat maupun naskah dinas yang sudah benar agar
tugas berjalan dengan baik;
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melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

pala Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan terminal

membawahi:

a.

Penyiap Bahan Perumusan Kebijakan dan Bahan Pelaksanaan
Kebijakan serta Bahan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Angkutan Orang Dalam Trayek dan Terminal;

b. Petugas Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi;

Petugas Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B;

Petugas Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan
Orang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;

Petugas Penetapan Kawasan Perkotaan Untuk Pelayanan
Angkutan Perkotaan Yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;

Petugas Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antar Kota
Dalam Daerah Povinsi dan Perkotaan serta Pedesaan Yang
Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten Dalam 1 (satu) Daerah
Provinsi;

Petugas Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam
Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah
Provinsi;

Petugas Penetapan Tarif Kelas Ekonomi Untuk Angkutan Orang
Yang Melayani Trayek Antar Kota Dalam Daerah Provinsi serta
Angkutan Perkotaan dan Perdesaan Yang Melampaui 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
Operator Komputer.

Penyiap Bahan Perumusan Kebijakan dan Bahan Pelaksanaan

Kebijakan serta Bahan Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang
Angkutan Orang Dalam Trayek dan Terminal

Pasal 52

Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan dan Bahan Pelaksanaan
Kebijakan serta Bahan Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Angkutan
Orang Dalam Trayek dan Terminal mempunyai uraian tugas jabatan
sebagai berikut:

a.

menyiapkan bahan  perumusan kebijakan dan bahan
pelaksanaan kebijakan serta bahan evaluasi dan pelaporan di
bidang angkutan orang dalam trayek dan terminal sesuai
petunjuk teknis untuk bahan rencana kerja;

melaksanakan administrasi perumusan kebijakan dan bahan
pelaksanaan kebijakan serta bahan evaluasi dan pelaporan di
bidang angkutan orang dalam trayek dan terminal sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tertibnya
administrasi;
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melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Petugas Penetapan Rencana Induk
Jaringan LLAJ Provinsi

Pasal 53

Petugas Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut:

a.

mempelajari petunjuk dan peraturan yang berhubungan dengan
kegiatan Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Provinsi sesuai
petunjuk pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

menyiapkan bahan evaluiasi terkait penetapan rencana induk

jaringan LLAJ provinsi untuk dijadikan bahan pengambilan
keputusan;

menyiapkan bahan penetapan rencana induk jaringan LLAJ
provinsi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

mempersiapkan sarana dan prasarana penetapan rencana induk
jaringan LLAJ provinsi sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

melaksanakan administrasi pengelolaan terminal penumpang tipe
B sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tertibnya
administrasi

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Petugas Pengelolaan Terminal
Penumpang Tipe B

Pasal 54

Petugas Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B mempunyai uraian

tugas jabatan sebagai berikut:

a.

menyiapkan bahan evaluasi terkait pengelolaan terminal
penumpang tipe B sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku
sebagai bahan rencana kerja;

menyiapkan bahan rencana penetapan dan perizinan lokasi
terminal penumpang tipe B sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku untuk terarahnya penetapan dan perizinan lokasi
terminal penumpang tipe B;

mempersiapkan sarana dan prasarana penyediaan pengelolaan
terminal penumpang tipe B sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku untuk kelancaran pengelolaan terminal penumpang tipe
B;
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melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

melaksanakan administrasi pengelolaan terminal penumpang tipe
B sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tertibnya
administrasi;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Petugas Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan

Orang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Pasal 55

Petugas penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang
antar kota dalam 1 (satu) daerah provinsi mempunyai uraian tugas
jabatan sebagai berikut:

a.

mempelajari petunjuk dan peraturan yang berhubungan dengan
penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang antar
kota dalam 1 (satu) daerah provinsi sesuai petunjuk atasan
untuk bahan rencana kerja;

menyiapkan bahan evaluasi penyediaan angkutan umum untuk
jasa angkutan orang antar kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan
evaluasi rencana kerja;

mempersiapkan sarana dan prasarana penyediaan angkutan
umum untuk jasa angkutan orang antar kota dalam 1 (satu)
daerah provinsi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku
untuk kelancaran jasa angkutan;

menyusun rencana pengelolaan penyediaan angkutan umum
untuk jasa angkutan orang antar kota dalam 1 (satu) daerah
provinsi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk
kelancaran jasa angkutan;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Petugas Penetapan Kawasan Perkotaan Untuk Pelayanan

Angkutan Perkotaan Yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah

Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.

Pasal 56

Petugas Penetapan Kawasan Perkotaan Untuk Pelayanan Angkutan
Perkotaan Yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Dalam 1 (satu) daerah provinsi mempunyai uraian tugas jabatan
sebagai berikut:
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a. menyiapkan bahan evaluiasi terkait penetapan kawasan
perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui
batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah
provinsi;

b. mempersiapkan sarana dan prasarana penetapan kawasan
perkotaan terkait untuk pelayanan angkutan perkotaan yang
melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu)
daerah provinsi;

c. menyusun rencana pengelolaan penetapan kawasan perkotaan
terkait untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui
batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah
provinsi;

d. melaksanakan administrasi penetapan kawasan perkotaan terkait
untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1
(satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Petugas Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek
Antar Kota Dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan Serta
Pedesaan Yang Melampaui 1 (Satu) Daerah Kabupaten
Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Pasal 57

Petugas Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antar Kota

Dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan serta Pedesaan Yang

Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten Dalam 1 (satu) Daerah

Provinsi mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan evaluasi penetapan rencana umum jaringan
trayek antar kota dalam daerah povinsi dan perkotaan serta
pedesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1
(satu) daerah provinsi sesuia petunjuk teknis sebagai bahan
evaluasi rencana kerja;

b. mempersiapkan sarana dan prasarana penetapan rencana umum
jaringan trayek antar kota dalam daerah povinsi dan perkotaan
serta pedesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten dalam
1 (satu) daerah provinsi sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku untuk kelancaran angkutan jalan;

c. menyusun program penetapan rencana umum jaringan trayek
antar kota dalam daerah povinsi dan perkotaan serta pedesaan
yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah
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provinsi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk
kelancaran angkutan jalan;

melaksanakan administrasi penetapan rencana umum jaringan
trayek antar kota dalam Daerah povinsi dan perkotaan serta
pedesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah kabupaten dalam 1
(satu) Daerah provinsi sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku untuk tertibnya administrasi,

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Petugas Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang

Dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Pasal 58

Petugas Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam
Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah
Provinsi mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut:

a.

menyiapkan bahan evaluasi terkait penerbitan izin
penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah
kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi sesuai prosedur
dan ketentuan yang berlaku untuk bahan rencana kerja;
mempersiapkan sarana dan prasarana penetapan kawasan
perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui
batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah
provinsi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk
kelancaran angkutan jalan;

menyusun rencana penerbitan izin penyelenggaraan angkutan
orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu)
daerah provinsi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku
untuk kelancaran angkutan jalan;

melaksanakan administrasi penerbitan izin penyelenggaraan
angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota
dalam 1 (satu) daerah provinsi sesuai prosedur dan ketentuan
yang berlaku untuk tertibnya administrasi;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
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Petugas Penetapan Tarif Kelas Ekonomi Untuk Angkutan Orang

Yang Melayani Trayek Antar Kota Dalam Daerah Provinsi Serta

Angkutan Perkotaan dan Perdesaan Yang Melampaui 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Pasal 59

Petugas Penetapan Tarif Kelas Ekonomi Untuk Angkutan Orang yang

Melayani Trayek Antar Kota Dalam Daerah Provinsi Serta Angkutan

Perkotaan dan Perdesaan Yang Melampaui 1 (Satu) Daerah

Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi mempunyai uraian

tugas jabatan sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan evaluasi terkait penetapan tarif kelas ekonomi
untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam
daerah provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang
melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah
provinsi sesuai petunjuk teknis untuk bahan rencana kerja;

b. mempersiapkan sarana dan prasarana penetapan kawasan
perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui
batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah
provinsi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk
kelancaran angkutan jalan;

c. menyusun rencana penetapan tarif kelas ekonomi untuk
angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah
provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang
melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah
provinsi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk
penyesuaian tarif dengan jarak tempuh;

d. melaksanakan administrasi penetapan tarif kelas ekonomi untuk
angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah
provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang
melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah
provinsi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk
tertibnya administrasi;

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Operator Komputer
Pasal 60

Operator Komputer mempunyai uraian tugas jabatan sebagai
berikut:



(1)

(2)

46

a. mempelajari data yang telah diprogramkan dan mengolahnya
dengan komputer sesuai dengan instruksinya.

b. mengumpulkan dan menyimpan program dari programer sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

c. menjalankan proses komputer sesuai dengan program serta
media yang tidak berfungsi untuk diadakan perbaikan;

d. mencatat penggunaan komputer dan peralatan program serta
media yang tidak berfungsi untuk dilaporkan dan diadakan
perbaikan;

e. memelihara kebersihan peralatan sesuai dengan petunjuk untuk
mencegah kerusakan;

f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Uraian Tugas Jabatan
Kepala Seksi Angkutan Orang
Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang

Pasal 61

Tugas Kepala Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan
Angkutan Barang adalah melakukan penyiapan bahan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
penetapan wilayah operasi dan perizinan angkutan taksi dalam
kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui daerah
kota/kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi, perizinan angkutan
orang angkutan antar jemput antarkota dalam Provinsi, Penyediaan
angkutan umum untuk jasa angkutan barang lintas daerah
kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, serta fasilitasi
perizinan angkutan orang tidak dalam trayek lainnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Terminal

mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut:

a. membagi tugas kepada bawahan dengan mendisposisi sesuai
bidang tugasnya masing-masing dengan berpedoman pada
ketentuan dan petunjuk atasan agar tidak terjadi tumpang tindih
dalam pelaksanaan tugas;

b. membimbing pelaksanaan tugas bawahan dan mengarahkan
serta menjelaskan sesuai dengan pemecahannya agar setiap
tugas yang diberikan dapat terselesaikan dengan baik;

c. mengontrol pelaksanaan tugas bawahan yang diberikan agar
dapat diketahui tingkat pelaksanaannya dan penyelesain tugas;

d. mengoreksi hasil pelaksanaan tugas bawahan dengan meneliti
dan menelaah secara cermat serta memperbaiki bagian yang
salah agar dapat diselesaikan sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan;

e. mengonsep surat dan naskah dinas sesuai dengan disposisi dan
petunjuk atasan untuk terarahnya pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
angkutan orang tidak dalam trayek dan angkutan barang sesuai
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prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran
perumusan kebijakan;

melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
angkutan orang tidak dalam trayek dan angkutan barang sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan kebijakan;

melaksanakan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang
angkutan orang tidak dalam trayek dan angkutan barang sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;

melaksanakan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan
barang antar kota dalam 1 (satu) daerah provinsi sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran
angkutan barang;

melaksanakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan
menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah
operasinya melampaui daerah kota/kabupaten dalam 1 (satu)
daerah provinsi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar
tidak terjadi kesalahan angkutan menggunakan taksi;
melaksanakan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi
yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) Daerah;
meneliti dan memeriksa naskah dinas yang akan disampaikan
kepada atasan dengan meneliti kebenarannya dan membubuhi
paraf apabila surat maupun naskah dinas yang sudah bena agar
tugas berjalan dengan baik;

. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara

lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
Kepala Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan terminal
membawahi:

a.

Penyiap Bahan Perumusan Kebijakan dan Bahan Pelaksanaan
Kebijakan serta Bahan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang;
Petugas Penyediaan Jasa Angkutan Barang Antar Kota Dalam 1
(satu) Daerah Provinsi;

Petugas Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan
Menggunakan Taksi Dalam Kawasan Perkotaan Yang Wilayah
Operasinya Melampaui Daerah Kota/Kabupaten Dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi;

Petugas Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi Yang
Wilayah Operasinya Melampaui Lebih 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;

Operator Komputer.

Penyiap Bahan Perumusan Kebijakan dan Bahan Pelaksanaan
Kebijakan Serta Bahan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang

Pasal 62
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Petugas Penyiap Bahan Perumusan Kebijakan dan Bahan

Pelaksanaan Kebijakan Serta Bahan Evaluasi dan Pelaporan di

Bidang Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang

mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut:

a. menerima dan mencatat bahan dan data pelaksanaan kebijakan
serta bahan evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan orang
tidak dalam trayek dan angkutan barang sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku, dalam rangka pelaksanaan tugas;

b. memeriksa dan mengklasifikasikan bahan dan data pelaksanaan
kebijakan serta bahan evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan
orang tidak dalam trayek dan angkutan barang sesuai prosedur
dan ketentuan yang berlaku, dalam rangka pelaksanaan tugas;

c. mengkaji dan menelaah bahan dan data pelaksanaan kebijakan
serta bahan evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan orang
tidak dalam trayek dan angkutan barang sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku, dalam rangka pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep penyiapan bahan dan data pelaksanaan
kebijakan serta bahan evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan
orang tidak dalam trayek dan angkutan barang sesuai prosedur
dan ketentuan yang berlaku sesuai hasil kajian, telaahan dan
prosedur sebagai bahan pelaksanaan tugas;

e. mendiskusikan konsep penyiapan dengan pejabat yang
berwenang dan terkait sesuai dengan prosedur dan ketentuan
yang berlaku, untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

f. menyiapkan alat dan sarana kelengkapan yang diperlukan sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

g. membuat laporan kegiatan sesuai dengan prosedur sebagai
akuntabilitas pelaksanaan tugas;

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Petugas Penyediaan Jasa Angkutan Barang Antar Kota
Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Pasal 63

Petugas Penyediaan Jasa Angkutan Barang Antar Kota Dalam 1
(Satu) Daerah Provinsi mempunyai uraian tugas jabatan sebagai
berikut:

a. menyiapkan bahan evaluasi terkait penyediaan jasa angkutan
barang antar kota dalam 1 (satu) daerah provinsi untuk
kelancaran pelaksanaan evaluasi;

b. mempersiapkan sarana dan prasarana penyediaan jasa angkutan
barang antar kota dalam 1 (satu) daerah provinsi sesuai prosedur
dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran jasa angkutan;
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Cc. menyusun rencana penyediaan jasa angkutan barang antar kota
dalam 1 (satu) daerah provinsi sesuai prosedur dan ketentuan
yang berlaku untuk tercapainya sasaran yang diharapkan,;

d. melaksanakan administrasi penyediaan jasa angkutan barang
antar kota dalam 1 (satu) daerah provinsi sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku untuk tertibnya administrasi;

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Petugas Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang
Dengan Menggunakan Taksi Dalam Kawasan Perkotaan
Yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kota/Kabupaten
Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Pasal 64

Petugas Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan

Menggunakan Taksi Dalam Kawasan Perkotaan Yang Wilayah

Operasinya Melampaui Daerah Kota/Kabupaten Dalam 1 (Satu)

Daerah Provinsi mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan evaluasi terkait penetapan wilayah operasi
angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan
perkotaan yang wilayah operasinya melampaui daerah
kota/kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi untuk kelancaran
pelaksanaan evaluasi;

b. mempersiapkan sarana dan prasarana penetapan wilayah operasi
angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan
perkotaan yang wilayah operasinya melampaui daerah
kota/kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi sesuai prosedur
dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran angkutan
menggunakan taksi;

c. menyusun rencana penetapan wilayah operasi angkutan orang
dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang
wilayah operasinya melampaui daerah kota/kabupaten dalam 1
(satu) daerah provinsi untuk tercapainya sasaran yang
diharapkan,;

d. melaksanakan administrasi penetapan wilayah operasi angkutan
orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang
wilayah operasinya melampaui daerah kota/kabupaten dalam 1
(satu) daerah provinsi sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku untuk tertibnya administrasi;

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;
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f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Petugas Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi
Yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Pasal 65

Petugas Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi Yang

Wilayah  Operasinya Melampaui Lebih 1 (Satu) Daerah

Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi mempunyai uraian

tugas jabatan sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan evaluasi terkait  penerbitan izin
penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya
melampaui lebih 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu)
daerah provinsi untuk kelancaran pelaksanaan evaluasi;

b. melaksanakan Pelayanan penerbitan izin penyelenggaraan
angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih 1 (satu)
daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi untuk
kelancaran penerbitan izin;

c. menyusun rencana pengelolaan penerbitan izin penyelenggaraan
angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih 1 (satu)
daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tercapainya sasaran
yang diharapkan;

d. melaksanakan administrasi penerbitan izin penyelenggaraan
angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih 1 (satu)
daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tertibnya
administrasi;

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Operator Komputer
Pasal 66

Operator Komputer mempunyai uraian tugas jabatan sebagai

berikut:

a. mempelajari data yang telah diprogramkan dan mengolahnya
dengan komputer sesuai dengan instruksinya;

b. mengumpulkan dan menyimpan program dari programer sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
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c. menjalankan proses komputer sesuai dengan program serta
media yang tidak berfungsi untuk diadakan perbaikan;

d. mencatat penggunaan komputer dan peralatan program serta
media yang tidak berfungsi untuk dilaporkan dan diadakan
perbaikan;

e. memelihara kebersihan peralatan sesuai dengan petunjuk untuk
mencegah kerusakan;

f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Uraian Tugas Jabatan
Kepala Seksi Pemaduan Multi Moda dan Pengembangan
Perkeretapian

Pasal 67

(1) Tugas Kepala Seksi Pemaduan Multi Moda dan Pengembangan
Perkeretapian adalah melaksanakan penyiapan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
penyediaan angkutan pemaduan moda, rencana umum jalan trayek,
perizinan dan tarif angkutan perkotaan yang melampaui batas 1
(satu) daerah kabupaten/kota dan pedesaan yang melampaui 1
(satu) daerah Kabupaten dalam 1 (satu) daerah Provinsi, fasilitasi
angkutan perintis dalam Provinsi, fasilitasi perizinan angkutan
perkotaan dan pedesaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah
provinsi, rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan
Provinsi, penetapan rencana induk perkeretaapian Provinsi,
penetapan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja
Rencana/Daerah  Lingkungan  Kerja  Pelabuhan  pelabuhan
pengumpan regional, pengelolaan data dan informasi transportasi,
pengelolaan  sistim informasi manajemen dan komunikasi
transportasi serta pengembangan transportasi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Seksi Pemaduan Multi Moda dan Pengembangan
Perkeretapian mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut:

a. membagi tugas kepada bawahan dengan mendisposisi sesuai
bidang tugasnya masing-masing dengan berpedoman pada
ketentuan dan petunjuk atasan agar tidak terjadi tumpang tindih
dalam pelaksanaan tugas;

b. membimbing pelaksanaan tugas bawahan dan mengarahkan
serta menjelaskan sesuai dengan pemecahannya agar setiap
tugas yang diberikan dapat terselesaikan dengan baik;

c. mengontrol pelaksanaan tugas bawahan yang diberikan agar
dapat diketahui tingkat pelaksanaannya dan penyelesain tugas;

d. mengoreksi hasil pelaksanaan tugas bawahan dengan meneliti
dan menelaah secara cermat serta memperbaiki bagian yang
salah agar dapat diselesaikan sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan;

e. mengonsep surat dan naskah dinas sesuai dengan disposisi dan
petunjuk atasan untuk terarahnya pelaksanaan tugas;
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melaksanakan perumusan kebijakan di bidang angkutan, sarana,
prasarana multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem
antar moda sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk
menghasilkan suatu rumusan yang benar;

. melaksanakan kebijakan di bidang angkutan, sarana, prasarana
multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tercapainya
sasaran yang diharapkan,;

. melaksanakan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan
lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta
api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan suatu
rumusan yang benar;

melaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas,
angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta
peningkatan keselamatan transportasi kereta api sesuai prosedur
dan ketentuan yang berlaku untuk tercapainya sasaran yang
diharapkan,;

melaksankan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
di bidang angkutan, sarana, prasarana multimoda dan
perkeretapian, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda
dan keselamatan perkeretaapian untuk tercapainya sasaran
sesuai yang diharapkan;

. melaksanakan penelitian, bimbingan teknis dan supervisi bidang
pengembangan angkutan multimoda dan perkeretaapian sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku agar dapat digunakan
sebagai bahan pengambilan keputusan oleh pihak yang
berkepentingan;

melakukan monitoring dan pelaporan pelaksanaan angkutan
multimoda dan perkeretaapian, serta sarana prasarana
multimoda dan perkeretaapian sesuai prosedur dan ketentuan
yang berlaku sebagai bahan evaluasi;

. melaksanakan penyediaan pemaduan multi moda dan
pengembangan perkeretaapian antar kota dalam 1 (satu) daerah
provinsi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar
berjalan sesuai yang diharapkan;

. melaksanakan penetapan wilayah operasi pemaduan multi moda
dan pengembangan perkeretaapian antar kota dalam 1 (satu)
daerah provinsi untuk kelancaran pengembangan perkeretapian;

. melaksanakan penerbitan izin penyelenggaraan pemaduan multi
moda dan pengembangan perkeretaapian sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pengembangan
perkeretapian,;

. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara
lisan maupun tertulis wuntuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;
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melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk
atasan.

(3) Kepala Seksi Pemaduan Multi Moda dan Pengembangan
Perkeretapian membawahi:

a.

b.

Petugas Perencanaan dan Pengembangan Angkutan Multimoda
dan Perkeretaapian;

Petugas Pengendalian Transportasi Angkutan Multimoda dan
Perkeretaapian;

Petugas Penertiban Izin Usaha, Izin Pembangunan Operasi
Prasarana Angkutan Multimoda dan Perkeretaapian Umum yang
Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kabupaten/Kota
Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;

Petugas Penetapan Kelas Stasiun Untuk Stasiun Pada Jaringan
Jalur Angkutan Multimoda dan Kereta Api Provinsi;

Petugas Penertiban Izin Operasi Sarana Angkutan Multimoda dan
Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas
Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;
Pengumpul dan Pengolah Data Transportasi Angkutan Multimoda
dan Perkeretaapian;

Operator Komputer.

Petugas Perencanaan dan Pengembangan
Angkutan Multimoda dan Perkeretaapian

Pasal 68

Petugas Perencanaan dan Pengembangan Angkutan Multimoda dan
Perkeretaapian mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut:

a.

menyiapkan bahan kebijakan rencana strategis pembangunan
urusan perhubungan bidang angkutan multimoda dan
perkeretaapian provinsi sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku sebagai bahan rencana kebijakan strategis;

menyiapkan bahan proses kebijakan penetapan rencana induk
angkutan multimoda dan perkeretaapian provinsi sesuai prosedur
dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kebijakan penetapan;
menyusun rencana penetapan jaringan jalur kereta api yang
jaringannya melebihi 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam
(satu) daerah provinsi sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku untuk terarahnya penetapan jaringan jalur kereta api;
menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
perencanaan multimoda dan perkeretaapian provinsi sesuai
petunjuk teknis sebagai bahan pemberian bimbingan teknis;
menyiapkan bahan sinkronisasi perencanaan pembangunan
bidang multimoda dan perkeretaapian provinsi sesuai prosedur
dan ketentuan yang berlaku agar berjalan sesuai dengan rencana;



54

f. menyiapkan bahan kualifikasi teknis dan kebutuhan tenaga ahli
perencanaan multimoda dan perkeretaapian sesuai petunjuk
teknis untuk kelancaran rencana kerja;

g. menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan layanan transportasi
multimoda sesuai petunjuk teknis untuk terarahnya layanan
transportasi;

h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

i. melaksanakan administrasi di bidang penetapan rencana induk
transportasi multimoda dan perkeretaapian provinsi sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tertibnya
administrasi;

j- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Petugas Pengendalian Transportasi
Angkutan Multimoda dan Perkeretaapian

Pasal 69

Petugas Pengendalian Transportasi Angkutan Multimoda dan

Perkeretaapian mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi pengendalian
transportasi angkutan multimoda dan perkeretaapian sesuai
petunjuk teknis sebagai bahan pemberian bimbingan teknis;

b. menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan dan
pelaporan serta pelaksanaan kinerja keterpaduan moda sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan
kebijakan;

c. melakukan proses perizinan/nonperizinan bidang transportasi
angkutan multimoda dan perkeretaapian sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku untuk disampaikan rekomendasi
diterima atau ditolaknya perizinan/nonperizinan tersebut kepada
atasan;

d. menyiapkan bahan evaluasi terkait penetapan jaringan jalur
kereta api yang jaringannya melebihi wilayah 1 (satu) daerah
Kabupaten/Kota dalam (satu) daerah provinsi sesuai prosedur
dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pengambilan
keputusan;

e. mempersiapkan sarana dan prasarana penetapan jaringan jalur
kereta api yang jaringannya melebihi wilayah 1 (satu) daerah
Kabupaten/Kota dalam (satu) daerah provinsi sesuai prosedur
dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran jaringan jalur
kereta api;

f. melakukan monitoring dan pelaporan hasil perencanaan dan
pengembangan urusan perhubungan bidang transportasi
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angkutan multimoda dan perkeretaapian sesuai prosedur untuk
dijadikan laporan;

g. melaksanakan administrasi di bidang penetapan rencana induk
transportasi multimoda dan perkeretaapian provinsi sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tertibnya
administrasi;

h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Petugas Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan
Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum
yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 70

Petugas Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi

Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi

Batas Daerah Kabupaten/Kota mempunyai uraian tugas jabatan

sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan evaluasi terkait penyediaan penerbitan izin
usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana
perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas
daerah kabupaten/kota sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku untuk kelancaran kerja evaluasi;

b. menyusun rencana penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan
izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan
jalurnya melintasi batas daerah kabupaten/kota sesuai prosedur
dan ketentuan yang berlaku agar berjalan sesuai dengan rencana;

c. melaksanakan pelayanan penerbitan izin usaha, izin
pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum
yang jaringan jalurnya melintasi batas daerah kabupaten/kota
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran
pemberian izin;

d. mempersiapkan sarana dan prasarana penyediaan penerbitan
izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana
perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas
daerah kabupaten/kota sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku untuk kelancaran operasi perkeretapian;

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan administrasi penerbitan izin usaha, izin
pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum
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yang jaringan jalurnya melintasi batas daerah kabupaten/kota
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tertibnya
adminstrasi;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Petugas Penetapan kelas Stasiun Untuk Stasiun Pada
Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi

Pasal 71

Petugas Penetapan Kelas Stasiun Untuk Stasiun Pada Jaringan
Jalur Kereta Api Provinsi mempunyai uraian tugas jabatan sebagai
berikut:

a.

menyiapkan bahan evaluasi terkait penetapan kelas stasiun
untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api provinsi sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran kerja
evaluasi;
mempersiapkan sarana dan prasarana penetapan kelas stasiun
untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api provinsi sesuai
kebutuhan untuk kelancaran penetapan kelas stasiun;
menyusun rencana penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada
jaringan jalur kereta api provinsi sesuai prosedur dan ketentuan
yang berlaku agar berjalan sesuai dengan rencana;
melaksanakan pelayanan penerbitan penerbitan izin usaha, izin
pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum
yang jaringan jalurnya melintasi batas daerah kabupaten/kota
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran
pemberian izin;
melaksanakan administrasi penetapan kelas stasiun untuk
stasiun pada jaringan jalur kereta api provinsi sesuai prosedur
dan ketentuan yang berlaku untuk tertibnya administrasi;
melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Petugas Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum
yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas

Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Pasal 72

Petugas Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang
Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1
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(Satu) Daerah Provinsi mempunyai uraian tugas jabatan sebagai
berikut:

a.

menyiapkan bahan evaluasi terkait penyediaan penerbitan izin
operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya
melintasi batas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah
provinsi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk
kelancaran kerja evaluasi;

mempersiapkan sarana dan prasarana penerbitan izin operasi
sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi
batas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran
pemberian izin;

menyusun rencana penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian
umum yang jaringan jalurnya melintasi batas daerah
kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi sesuai prosedur
dan ketentuan yang berlaku agar berjalan sesuai rencana;
melaksanakan pelayanan penerbitan izin operasi sarana
perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas
daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi agar tidak
terjadi kesalahan pengoprasian perkeretapian;

melaksanakan administrasi penerbitan izin operasi sarana
perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas
daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tertibnya
administrasi;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pengumpul dan Pengolah Data
Transportasi Angkutan Multimoda dan Perkeretaapian

Pasal 73

Pengumpul dan Pengolah Data Transportasi Angkutan Multimoda
dan Perkeretaapian mempunyai uraian tugas jabatan sebagai
berikut:

a.

mengumpulkan data dan informasi system transportasi angkutan
multimoda dan perkeretaapian dengan mencatat sesuai dengan
prosedur untuk bahan laporan;

menyusun laporan realisasi pengumpulan data dan pengolahan
data menurut klasifikasi masing-masing untuk memudahkan dan
tertibnya penyajian data apabila dibutuhkan;
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c. menyajikan hasil olahan data dalam bentuk naskah, table
maupun struktur sesuai kebutuhan;

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara
lisan maupun tertulis untuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Operator Komputer.
Pasal 74

Operator komputer mempunyai uraian tugas jabatan sebagai

berikut:

a. melaksanakan pengetikan surat dan naskah dinas sesuai dengan
disposisi dan petunjuk atasan untuk terarahnya pelaksanaan
tugas;

b. mempelajari data yang telah diprogramkan dan mengolahnya
dengan Komputer sesuai dengan instruksinya,;

c. mengumpulkan dan menyimpan program dari programer sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

e. menjalankan proses komputer sesuai dengan program serta
media yang tidak berfungsi untuk diadakan perbaikan;

f. mencatat penggunaan komputer dan peralatan program serta
media yang tidak berfungsi untuk dilaporkan dan diadakan
perbaikan;

g. memelihara kebersihan peralatan sesuai dengan petunjuk untuk
mencegah kerusakan;

h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan baik
secara lisan maupun secara tertulis untuk bahan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima

Uraian Tugas Jabatan
Kepala Bidang Kepelabuhanan

Pasal 75

(1) Tugas Kepala Bidang Kepelabuhanan adalah melaksanakan

(2)

penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta

evaluasi dan pelaporan di bidang kepelabuhanan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Bidang Kepelabuhanan mempunyai uraian tugas jabatan

sebagai berikut:

a. menyusun rencana kerja berdasarkan rutinitas kebutuhan
organisasi dan daerah, dengan mengacu pada data yang ada pada
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tahun sebelumnya serta arahan pimpinan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

. membagi tugas kepada para Kepala Seksi sesuai bidang tugasnya
masing-masing untuk menghindari tumpang tindih dalam
pelaksanaan tugas;

. memberikan petunjuk kepada para Kepala Seksi tentang sesuatu
permasalahan  kerja, sehingga setiap pekerjaan dapat
terselesaikan dengan baik;

. mengoreksi hasil pekerjaan para Kepala Seksi, sehingga setiap
hasil kerja Kepala Seksi tepat sesuai dengan peraturan dan
kebijakan atasan;

. mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi sesuai dengan
peraturan sehingga pelaksanaan tugas Kepala Seksi terarah dan
tidak saling tumpang tindih;

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
pembangunan, pengerukan, reklamasi, pengoperasian, dan
pengelolaan pelabuhan sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku sebagai pedoman perumusan kebijakan;

. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
pembangunan, pengerukan, reklamasi, pengoperasian, dan
pengelolaan pelabuhan sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku agar menghasilkan kebijakan yang benar;

. melaksanakan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang
pembangunan, pengerukan, reklamasi, pengoperasian, dan
pengelolaan pelabuhan sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku sebagai bahan pedoman evaluasi dan pelaporan;
melaksanakan penyiapan bahan rencana pengendalian,
pengawasan dan koordinasi penyelenggaraan izin pembangunan
dan pengembangan pelabuhan pengumpan regional, serta
pembangunan dan perizinan pelabuhan sungai, danau dan
penyeberangan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar
berjalan dengan baik;

melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sehubungan
dengan penyampaian rencana dan program pembangunan sarana
dan prasarana pelabuhan dalam wilayah provinsi sulawei
tenggara dan pengelolaan pelabuhan yang lama/baru yang
dibangun provinsi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku
agar berjalan sesuai rencana,;

. melaksanakan penyiapan bahan penetapan rencana induk
pelabuhan dan Dlkr/Dlkp pelabuhan pengumpan regional,
perizinan pekerjaan pengerukan dan reklamasi di wilayah
pelabuhan pengumpan regional, izin pengelolaan terminal untuk
kepentingan sendiri (tuks) di dalam Dlkr/Dlkp pelabuhan
pengumpan regional serta rekomendasi penetapan lokasi terminal
khusus sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tidak
terjadi kesalahan;

melaksanakan evaluasi kinerja tahunan jajaran bidang
kepelabuhanan pada setiap akhir tahun sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku sebagai bahan laporan dan pengambilan
keputusan;

. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan,
pengerukan, reklamasi, pengoperasian, dan pengelolaan
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pelabuhan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk
mengetahui kendala hambatan dan bahan laporan pada atasan;

n. meneliti dan memeriksa naskah dinas yang akan disampaikan
kepada atasan dengan meneliti kebenarannya dan membubuhi
paraf apabila surat maupun naskah dinas yang sudah benar agar
tugas berjalan dengan baik;

o. melaporkan setiap hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan baik
secara lisan maupun tertulis;

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan.

Kepala Bidang Perhubungan Laut membawabhi:

a. Kepala Seksi Pembangunan Pelabuhan;

b. Kepala Seksi Keselamatan Pelayaran dan Reklamasi Pelabuhan;

c. Kepala Seksi Pengoprasian dan Pengelolaan Pelabuhan.

Uraian Tugas
Kepala Seksi Pembangunan Pelabuhan

Pasal 76

Tugas Kepala Seksi Pembangunan pelabuhan adalah melaksanakan
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi
dan pelaporan di bidang pembangunan, penerbitan izin
pembangunan  pelabuhan  pengumpan  regional, perizinan
pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional,
serta Pembangunan dan perizinan pelabuhan sungai dan danau
yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu)
daerah provinsi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Seksi Pembangunan Pelabuhan mempunyai uraian tugas

jabatan sebagai berikut:

a. memberi petunjuk kepada staf tentang bidang tugas masing-
masing sehingga staf dapat memahami dan melaksanakan
tugasnya dengan baik;

b. membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya
masing-masing, sehingga pelaksanaan pekerjaan terbagi habis
dan tidak tumpang tindih;

c. membimbing staf dalam melaksanakan tugas, sehingga setiap
staf dapat memahami permasalahan dan mendapatkan
pemecahan masalah bila menghadapi kesulitan dalam
penyelesaian pekerjaan;

d. mengoreksi hasil pelaksanaan tugas dan konsep yang diajukan
staf, sehingga hasil kerja yang dicapai dan naskah yang diajukan
kepada atasan tepat dan benar;

e. membuat konsep naskah dinas untuk menindak
lanjuti/penyelesaian permasalahan administrasi dan operasional
pada seksi kepelabuhanan;

f. melaksanakan pengelolaan pemberian rekomendasi penetapan

rencana induk pelabuhan pengumpul dalam wilayah Provinsi
Sulawesi Tenggara sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku
agar dalam pelaksanaan dapat berjalan dengan baik;
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. melaksanakan pengelolaan penetapan rencana induk pelabuhan
pengumpan regional dalam wilayah provinsi sulawesi tenggara
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar dalam
pelaksanaan dapat berjalan dengan baik;

. melaksanakan pengelolaan pemberian rekomendasi penetapan
lokasi pelabuhan pengumpul dan terminal khusus dalam wilayah
Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku agar dalam pelaksanaan dapat berjalan dengan baik;
melaksanakan pengelolaan penerbitan izin pembangunan
pelabuhan pengumpan regional dalam wilayah Provinsi Sulawesi
Tenggara sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar
dalam pelaksanaan dapat berjalan dengan baik;

melaksanakan pengelolaan perizinan pengembangan pelabuhan
untuk pelabuhan pengumpan regional dalam wilayah Provinsi
Sulawesi Tenggara sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku
agar dalam pelaksanaan dapat berjalan dengan baik;

. melaksanakan pengelolaan pembangunan dan perizinan
pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang melayani
trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi
Sulawesi Tenggara sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku
agar dalam pelaksanaan dapat berjalan dengan baik;
melaksanakan pengelolaan penerbitan rekomendasi penetapan
DLKR/DLKP pelabuhan pengumpul dalam wilayah provinsi
sulawesi tenggara sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku
agar dalam pelaksanaan dapat berjalan dengan baik;

. melaksanakan pengelolaan penetapan DLKR/DLKP pelabuhan
pengumpan regional dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar dalam
pelaksanaan dapat berjalan dengan baik;

. melaksanakan kajian pertimbangan teknis terhadap rencana
penambahan dan atau pengembangan fasilitas pelabuhan
pengumpan regional dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara
sebagai bahan masukan rencana penambahan dan atau
pengembangan fasilitas pelabuhan;

. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan,
penerbitan izin pembangunan pelabuhan pengumpan regional,
perizinan  pengembangan = pelabuhan  untuk  pelabuhan
pengumpan regional, serta Pembangunan dan perizinan
pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang melayani
trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah
provinsi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk
mengetahui hambatan kendala dan bahan laporan pada atasan;

. meneliti dan memeriksa naskah dinas yang akan disampaikan
kepada atasan dengan meneliti kebenarannya dan membubuhi
paraf apabila surat maupun naskah dinas yang sudah benar agar
tugas berjalan dengan baik;
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q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan.

(3) Kepala Seksi Kepelabuhanan membawabhi:

a. Pengumpul dan Pengelola Data Pembangunan Pelabuhanan;

b. Pengawas Pembangunan Pelabuhanan;

c. Petugas Sarana dan Prasarana Kepelabuhanan;

d. Operator Komputer.

Pengumpul dan Pengelola Data Pembangunan Pelabuhanan
Pasal 77

Pengumpul dan Pengelola Data Pembangunan Pelabuhanan
mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut:
a. membuat data jumlah pelabuhan pengumpul, pengumpan

regional, dan pengumpan lokal dalam wilayah Provinsi Sulawesi
Tenggara sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai
bahan data yang akurat;

b. membuat data detail sarana dan prasarana pelabuhan
pengumpul, pengumpan regional, dan pengumpan lokal serta
pelabuhan penyeberangan dalam wilayah Provinsi Sulawesi
Tenggara sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai
bahan data yang akurat;

¢ membuat data jumlah terminal khusus dalam wilayah Provinsi
Sulawesi Tenggara sesuai hasil pantauan sebagai bahan data
yang akurat;

f. membuat peta terpadu, tata letak pelabuhan Se-Provinsi Sulawesi
Tenggara yang mencakup pelabuhan umum dan terminal khusus
sesuai peta Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memudahkan bagi
yang menbutuhkan;

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

Pengawas Pembangunan Pelabuhanan

Pasal 78

Pengawas Pembangunan Pelabuhanan mempunyai uraian tugas
jabatan sebagai berikut:
a. mengiventarisir/memeriksa kelengkapan dokumen penetapan

lokasi pembangunan pelabuhan pengumpan regional yang akan
dibangun dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi
kesalahan;
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. menginventarisir/memeriksa kelengkapan dokumen perizinan
pembangunan pelabuhan pengumpan regional yang akan
dibangun dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi
kesalahan;

. melakukan peninjauan lapangan (bersama petugas sarana
prasarana pembangunan pelabuhan) terhadap lokasi yang
disinyalir terdapat kegiatan pembangunan terminal khusus
dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menghindari
kesalahan prosedur;

. memeriksa kelengkapan dokumen perizinan pembangunan
terminal khusus oleh perusahaan atau badan tertentu yang
diduga belum menempuh prosedur pembangunan terminal
khusus sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tidak
terjadi kesalahan;

. membuat konsep surat/instruksi penghentian pembangunan bagi
terminal khusus yang dibangun tanpa rekomendasi penetapan
lokasi dari Gubernur Sulawesi Tenggara dan izin penetapan
lokasi serta izin pembangunan dan pengoperasian dari menteri
perhubungan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk
diproses tindak lanjut;

membuat konsep surat kepada menteri perhubungan yang
berisikan  rekomendasi penghentian pembangunan terhadap
setiap terminal khusus yang dibangun tanpa  menempuh
prosedur administrasi yang semestinya sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku untuk diproses tindak lanjut;

. mengawasi sarana dan prasarana pelabuhan pelabuhan
pengumpan regional serta membuat telaahan dan rekomendasi
kebutuhan tindakan kepada atasan apabila menemukan kondisi
gangguan pada fisik sarana dan prasarana pelabuhan
pengumpan regional dengan melihat lansung di lapangan agar
berjalan sesuai prosedur;

melaksanakan upaya untuk mendeteksi dan mengawasi setiap
tindakan pembangunan pelabuhan pengumpan regional dalam
wilayah provinsi sulawesi tenggara baik pelabuhan umum
maupun terminal khusus, yang pembangunannya tidak
memenuhi ketentuan perundang-undangan untu menghindari
kesalahan;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Petugas Sarana dan Prasarana Pembangunan Pelabuhan

Pasal 79
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Petugas Sarana dan Prasarana Pembangunan Pelabuhan
mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut:

a.

mengiventarisasi dan mempersiapkan kebutuhan sarana
prasarana dalam pembangunan pelabuhan pengumpan regional
yang dibangun oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar
pelaksanaan tugas berjalan lancar;

menyusun rencana kegiatan dalam pembangunan pelabuhan
pengumpan regional sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku
untuk tercapainya sasaran sesuai yang diharapkan;

melakukan survey lokasi dan desain untuk rencana
pembangunan pelabuhan baru, baik yang akan dibangun melalui
pembiayaan APBD provinsi maupun APBN dengan melihat
lansung agar berjalan sesuai rencana;

menginventarisasi dan mempersiapkan kebutuhan prasarana
dalam pembangunan pelabuhan baru yang dibangun oleh
pemerintah provinsi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang
berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;

melakukan survey guna penerbitan rekomendasi penetapan
rencana induk pelabuhan pengumpul dalam wilayah Provinsi
Sulawesi Tenggara dengan melihat lansung agar berjalan sesuai
rencana;

melaksanakan proses administrasi penerbitan penetapan
rencana induk pelabuhan pengumpan regional dalam wilayah
Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku untuk tertibnya adminstrasi;

melaksanakan survey dan proses administrasi rekomendasi
penetapan lokasi pelabuhan pengumpul dan terminal khusus
dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan melihat
lansung agar berjalan sesuai rencana;

melaksanakan proses administrasi penerbitan izin pembangunan
pelabuhan pengumpan regional dalam wilayah Provinsi Sulawesi
Tenggara sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk
tertibnya adminstrasi;

melaksanakan proses administrasi perizinan pengembangan
pelabuhan pengumpan regional dalam wilayah Provinsi Sulawesi
Tenggara sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk
tertibnya adminstrasi;

melaksanakan proses administrasi penerbitan rekomendasi
penetapan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpul dalam wilayah
Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku untuk tertibnya adminstrasi;

melaksanakan survey penetapan DLKR/DLKP pelabuhan
pengumpan regional dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara
dengan melihat lansung agar berjalan sesuai rencana;
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m. melaksanakan kajian/pertimbangan teknis terhadap rencana
penambahan dan atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan
pengumpan regional dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan
pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan;

n. melakukan survey pra penetapan lokasi pembangunan terminal
khusus dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan
melihat lansung agar berjalan sesuai rencana;

q melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Operator Komputer
Pasal 80

Operator Komputer mempunyai uraian tugas jabatan sebagai

berikut:

a. mempelajari data yang telah diprogramkan dan mengolahnya
dengan komputer sesuai dengan instruksinya;

b. mengumpulkan dan menyimpan program dari programer sesuai
prosedur sebagai bahan pelaksanaan tugas;

c. menjalankan proses komputer sesuai dengan program serta
media yang tidak berfungsi untuk diadakan perbaikan;

d. mencatat penggunaan komputer dan peralatan program serta
media yang tidak berfungsi untuk dilaporkan dan diadakan
perbaikan;

e. memelihara kebersihan peralatan sesuai dengan petunjuk untuk
mencegah kerusakan;

f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Uraian Tugas Jabatan
Kepala Seksi Keselamatan Pelayaran dan Reklamasi Pelabuhan

Pasal 81

Tugas Kepala Seksi Keselamatan Pelayaran dan Reklamasi
Pelabuhan adalah melaksanakan penyiapan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
perizinan pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan
pengumpan regional, serta perizinan reklamasi di wilayah perairan
pelabuhan pengumpan regional.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Seksi Keselamatan Pelayaran dan Reklamasi Pelabuhan
mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut:
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. memberi petunjuk kepada staf tentang bidang tugas masing-
masing sehingga staf dapat memahami dan melaksanakan
tugasnya dengan baik;

. membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya
masing-masing sehingga pelaksanaan pekerjaan terbagi habis
dan tidak tumpang tindih;

. membimbing staf dalam melaksanakan tugas, sehingga setiap
staf dapat memahami permasalahan kerja dan senantiasa
mendapatkan pemecahan masalah bila mendapatkan masalah
dalam menyelesaikan pekerjaan;

. memeriksa kesiapan staf dalam penyelesaian pekerjaan yang
berhubungan dengan keselamatan pelayaran agar tidak terjadi
kesalahan;

. mengontrol pelaksanaan tugas staf dengan memberi
petunjuk/arahan agar tingkat pelaksanaan tugas staf tetap
maksimal;

mengoreksi hasil pekerjaan staf dan konsep yang diajukan staf
sehingga hasil kerja yang di capai dan naskah yang diajukan
kepada pimpinan tepat dan benar;

. mengecek pelaksanaan program kerja dan tugas-tugas tertentu
yang diserahkan kepada staf sehingga pelaksanaan pekerjaan
tepat waktu dan tepat sasaran;

. membuat konsep naskah dinas untuk menindak
lanjuti/penyelesaian permasalahan administrasi dan operasional
seksi keselamatan pelayaran sesuai petunjuk atasan sebagai
tindak lanjut pelaksanaan tugas;

melaksanakan penyusunan rencana kerja yang berhubungan
dengan keselamatan pelayaran dan reklamasi pelabuhan yang
menjadi kewenangan provinsi sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas agar berjalan sesuai rencana,;

melaksanakan pemberian izin pekerjaan pengerukan kepada
badan usaha atau instansi yang mengajukan permohonan sesuai
peraturan dan ketentuan yang berlaku di wilayah perairan
pelabuhan pengumpan regional dalam wilayah Provinsi Sulawesi
Tenggara untuk menghindari kesalahan prosedur;

. melaksanakan pemberian izin pekerjaan reklamasi kepada badan
usaha atau instansi yang mengajukan permohonan sesuai
peraturan dan ketentuan yang berlaku di wilayah perairan
pelabuhan pengumpan regional dalam wilayah Provinsi Sulawesi
Tenggara untuk menghindari kesalahan prosedur;

melakukan koordinasi dengan unit penyelenggara pelabuhan
ditjen perhubungan laut dan instansi terkait tentang pembinaan
keselamatan pelayaran serta pengerukan dan reklamasi di
wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional dalam wilayah
Provinsi Sulawesi Tenggara agar berjalan sesuai yang diharapkan;
. menyusun rencana/program pembangunan Sarana Bantu
Navigasi Pelayaran (SBNP) berupa rambu-rambu suar laut dalam
wilayah provinsi sulawesi tenggara sesuai prosedur dan
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ketentuang yang berlaku untuk tercapainya sasaran yang
diharapkan;

melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan secara berkala
terhadap Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) berupa rambu-
rambu suar laut yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah
provinsi sulawesi tenggara untuk menghindari rambu-rambu
suar laut yang tidak berfungsi;

melakukan koordinasi dengan badan SAR nasional dan instansi
terkait tentang penanggulangan musibah kecelakaan kapal laut
dalam wilayah provinsi sulawesi tenggara sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku untuk mengurangi musibah kecelakaan
kapal laut;

meneliti dan memeriksa naskah dinas yang akan disampaikan
kepada atasan dengan meneliti kebenarannya dan membubuhi
paraf apabila surat maupun naskah dinas yang sudah benar agar
tugas berjalan dengan baik;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

(3) Kepala Seksi Keselamatan Pelayaran membawabhi:

a.
b.

C.

Pengawas Sarana dan Prasarana Keselamatan Pelayaran;
Pengawas Pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi Pelabuhan;
Pengumpul dan Pengolah Data Pekerjaan Pengerukan dan
Reklamasi Pelabuhan;

Operator Komputer.

Pengawas Sarana dan Prasarana Keselamatan Pelayaran

Pasal 82

Pengawas Sarana dan Prasarana Keselamatan Pelayaran mempunyai
uraian tugas jabatan sebagai berikut:

a.

melakukan  operasional pembinaan, pengendalian dan
pengawasan sarana dan prasarana keselamatan pelayaran dalam
wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku agar berjalan sesuai yang diharapkan;
menyusun rencana/program pengawasan pengelolaan rambu-
rambu laut pada pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan
penyeberangan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, yang
dibangun melalui anggaran APBD Provinsi Sulawesi Tenggara
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untu tercapainya
sasaran yang diharapkan,;

melaksanakan pengawasan keselamatan pelayaran terhadap
kapal yang berukuran tonage sama dan/atau lebih dari 7 GT
yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau)
dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai prosedur dan
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ketentuan yang berlaku dalam rangka tercapainya sasaran yang
diharapkan;

d. melaksanakan pemeriksaan radio/elektronika kapal yang
berukuran sama dan/atau lebih 7 GT,yang berlayar hanya di
perairan daratan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tetap berfungsi
untuk kesalamatan pelayaran;

e. melaksanakan pengukuran kapal sampai dengan 300 GT yang
berlayar hanya diperairan daratan (sungai dan danau) yang
ditugas pembantukan kepada pemerintah provinsi sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran berlayar
diperairan daratan (sungai dan danau);

f. melaksanakan pemeriksaan konstruksi kapal dan pemeriksaan
permesinan kapal yang berukuran tonage kotor sama dengan
atau lebih dari 7 GT, yang hanya berlayar diperairan daratan
(sungai dan danau) dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menjaga
keselamatan pelayaran;

g. melaksanakan proses penerbitan dokumen pengawasan kapal
dan sertifikat keselamatan kapal berukuran tonage kotor sama
dengan atau lebih dari 7 GT yang berlayar hanya diperairan
daratan (sungai dan danau) dalam wilayah Provinsi Sulawesi
Tenggara sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran
keselamatan pelayaran;

h. melaksanakan proses pemberian izin pembangunan dan
pengadaan kapal berukuran tonage kotor, kurang dari 7 GT yang
berlayar hanya diperairan daratan (sungai dan danau) dalam
Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku untuk kelancaran pelayaran diperairan daratan ( sungai
dan danau);

i. melakukan koordinasi penanggulangan musibah kecelakaan
kapal dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai prosedur
dan ketentuan yang berlaku agar berjalan sesuai dengan yang
diharapkan,;

j- melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pengawas Pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi Pelabuhan

Pasal 83

Pengawas Pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi Pelabuhan
mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut:
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a. melakukan proses administrasi pengendalian dan pengawasan
pekerjan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan
regional dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai
ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut;

b. melakukan proses administrasi pengendalian dan pengawasan
pekerjaan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan
regional dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai
ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut;

c. melaksanakan pekerjaan pengerukan dan reklamasi pelabuhan
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menghindari
kesalahan;

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pengumpul dan Pengolah Data
Pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi Pelabuhan

Pasal 84

Pengumpul dan Pengolah Data Pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi
Pelabuhan mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut:
a. mengumpulkan dan mengolah data pekerjan pengerukan di

wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional dalam wilayah
Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan prosedur yang
ditentukan untuk tindakan selanjutnya;

b. mengumpulkan dan mengolah data pekerjan reklamasi di wilayah
perairan pelabuhan pengumpan regional dalam Wilayah Provinsi
Sulawesi Tenggara berdasarkan prosedur yang ditentukan untuk
tindakan selanjutnya;

c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Operator Komputer
Pasal 85

Operator Komputer mempunyai uraian tugas jabatan sebagai

berikut:

a. mempelajari data yang telah diprogramkan dan mengolahnya
dengan komputer sesuai dengan instruksinya;

b. melaksanakan pengetikan surat dan naskah dinas sesuai dengan
disposisi dan petunjuk atasan untuk terarahnya pelaksanaan
tugas;
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c. mengumpulkan dan menyimpan program dari programer sesuai
prosedur untuk kelancaran tugas;

d. menjalankan proses komputer sesuai dengan program serta
media yang tidak berfungsi untuk diadakan perbaikan;

e. mencatat penggunaan komputer dan peralatan program serta
media yang tidak berfungsi untuk dilaporkan dan diadakan
perbaikan;

f. memelihara kebersihan peralatan sesuai dengan petunjuk untuk
mencegah kerusakan;

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Uraian Tugas Jabatan
Kepala Seksi Pengoprasian dan Pengelolaan Pelabuhan

Pasal 86

Tugas Kepala Seksi Pengoprasian dan Pengelolaan Pelabuhan adalah
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta
evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan usaha badan usaha
pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional, perizinan pengoperasian
pelabuhan dan perizinan pengoperasian pelabuhan selama 24 jam
untuk pelabuhan pengumpan regional, serta perizinan pengelolaan
terminal untuk kepentingan sendiri di dalam daerah lingkungan kerja
rencana/daerah lingkungan kerja pelabuhan pelabuhan pengumpan
regional.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Seksi Pengorasian dan Pengelolaan Pelabuhan mempunyai
uraian tugas jabatan sebagai berikut:

a. memberi petunjuk kepada staf tentang bidang tugas masing-

masing sehingga staf dapat memahami dan melaksanakan
tugasnya dengan baik;

b. membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya
masing-masing, sehingga pelaksanaan pekerjaan terbagi habis
dan tidak tumpang tindih;

c. membimbing staf dalam melaksanakan tugas, sehingga setiap
staf dapat memahami permasalahan dan mendapatkan
pemecahan masalah bila menghadapi kesulitan dalam
penyelesaian pekerjaan;

d. memeriksa kesiapan staf dalam penyelesaian pekerjaan yang
berhubungan dengan keselamatan pelayaran dan reklamasi
pelabuhan agar tugas berjalan lancer;

e. mengontrol pelaksanaan tugas staf sesuai tugas yang
dilaksanakan agar tingkat pelaksanaan tugas staf tetap
maksimal;
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mengoreksi hasil pelaksanaan tugas dan konsep yang diajukan
staf sesuai tugas yang berikan, sehingga hasil kerja yang dicapai
dan naskah yang diajukan kepada atasan tepat dan benar;

. mengecek pelaksanaan program kerja dan tugas-tugas tertentu
yang diserahkan kepada staf sesuai tugas yang diberikan
sehingga pelaksanaan pekerjaan tepat waktu dan tepat sasaran;

. membuat konsep naskah dinas untuk menindak
lanjuti/penyelesaian permasalahan administrasi dan operasional
pada seksi keselamatan pelayaran dan reklamasi pelabuhan;
mengelola penerbitan perizinan badan wusaha pelabuhan di
pelabuhan pengumpan regional dalam wilayah Provinsi Sulawesi
Tenggara sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan
penerbitan perizinan dapat berjalan sesuai dengan yang
diinginkan;

mengelola penerbitan perizinan pengoperasian pelabuhan
pengumpan regional dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara
sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan penerbitan
perizinan pengoperasian dapat berjalan sesuai dengan yang
diinginkan;

. mengelola penerbitan perizinan pengoperasian pelabuhan selama
24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional dalam wilayah
Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai ketentuan yang berlaku agar
pelaksanaan penerbitan perizinan pengoperasian dapat berjalan
sesuai dengan yang diinginkan;

mengelola penerbitan perizinan pengelolaan terminal untuk
kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan
pengumpan regional sesuai ketentuan yang berlaku agar
pelaksanaan penerbitan perizinan pengelolaan terminal dapat
berjalan sesuai dengan yang diinginkan;

. melakukan persiapan koordinasi terhadap unit penyelenggara
pelabuhan ditjen perhubungan laut dan instansi terkait tentang
pembinaan dan pengawasan terminal untuk kepentingan sendiri
(TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional dan
terminal khusus dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;

. melakukan pembinaan dan pengelolaan pelabuhan pengumpan
regional lama yang ada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara
sesuai ketentuan yang berlaku untuk terarahnya pengelolaan
pelabuhan pengumpan;

. melakukan pembinaan dan pengelolaan pelabuhan pengumpan
regional baru yang dibangun oleh pemerintah Provinsi Sulawesi
Tenggara sesuai ketentuan yang berlaku untuk terarahnya
pengelolaan pelabuhan pengumpan;

. meneliti dan memeriksa naskah dinas yang akan disampaikan
kepada atasan dengan meneliti kebenarannya dan membubuhi
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paraf apabila surat maupun naskah dinas yang sudah benar agar
tugas berjalan dengan baik;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Kepala Seksi pengoperasian dan  Pengelolaan Pelabuhan
membawahi:

a.
b.

Pengawas Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan;

Pengawas Pengoperasian dan Pengelolaan Terminal Untuk
Kepentingan Sendiri (TUKS) dan Terminal Khusus;

Pengumpul dan Pengolah Data Terminal Untuk Kepentingan
Sendiri (TUKS) dan Terminal Khusus;

Operator Komputer.

Pengawas Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan

Pasal 87

Pengawas Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan mempunyai
uraian tugas jabatan sebagai berikut:

a.

menyusun rencana/program pengawasan pengoperasian dan
pengelolaan pelabuhan pengumpan regional dalam wilayah
provinsi sulawesi tenggara, baik yang dibiayai melalui anggaran
APBN maupun APBD provinsi sulawesi tenggara sesuai prosedur
dan ketentuan yang berlaku untuk tercapainya sasaran yang
diharapkan;

menyusun rencana/program pengadaan peralatan penunjang
operasional pengawasan pengoperasian dan pengelolaan
pelabuhan pengumpan regional sesuai prosedur dan ketentuan
yang berlaku untuk tercapainya sasaran yang diharapkan;
mengelola penerbitan perizinan badan usaha pelabuhan di
pelabuhan pengumpan regional dalam wilayah provinsi sulawesi
tenggara sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk
tertibnya penerbitan perizinan badan usaha pelabuhan;
melaksanakan kajian/pertimbangan teknis terhadap rencana
operasional 24 (dua puluh empat) jam untuk pelabuhan
pengumpan regional dalam wilayah provinsi sulawesi tenggara
sesuai ketentuan yang berlaku untuk menunjang kelancaran
rencana operasional pelabuhan pengumpan;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggung jawaban
pelaksanaan tugas;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pengawas Pengoperasian dan Pengelolaan Terminal Untuk
Kepentingan Sendiri (TUKS) dan Terminal Khusus
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Pasal 88

Pengawas Pengoperasian dan Pengelolaan Terminal Untuk
Kepentingan Sendiri (TUKS) dan Terminal Khusus mempunyai
uraian tugas jabatan sebagai berikut:

a. menyusun rencana/program pengawasan pengoperaisan dan

pengelolaan terminal khusus dan TUKS dalam wilayah Provinsi
Sulawesi Tenggara sesuai ketentuan yang berlaku untuk
terarahnya pengawasan,;

b. menyusun rencana/program pengawasan pengelolaan rambu-
rambu laut pada terminal khusus dan TUKS dalam wilayah
provinsi sulawesi tenggara sesuai ketentuan yang berlaku untuk
terarahnya pengawasan,;

C. menyusun rencana/program pengadaan peralatan penunjang
operasional pengawasan pengopersian dan pengelolaan terminal
khusus dan TUKS dalam wilayah provinsi sulawesi tenggara
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku wuntuk terarahnya
pengadaan peralatan penunjang operasional,

d. membuat konsep surat Gubernur Sulawesi Tenggara kepada
Menteri Perhubungan yang berisikan rekomendasi penghentian
pengoperasian  terhadap setiap terminal khusus yang
dioperasikan sebelum memperoleh izin operasi dari menteri
perhubungan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk
diproses tindak lanjut;

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pengumpul dan Pengolah Data Terminal Untuk
Kepentingan Sendiri (TUKS) dan Terminal Khusus

Pasal 89

Pengumpul dan Pengolah Data Terminal Untuk Kepentingan Sendiri
(TUKS) dan terminal khusus mempunyai uraian tugas jabatan
sebagai berikut:

a. mengumpul dan mengolah data seluruh terminal sesuai data

yang akurat untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam
DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional dan terminal
khusus dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;

b. mencatat dan mengidentifikasi setiap pelanggaran perizinan dan
pembangunan terminal berdasarkan data yang masuk untuk
kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan
pengumpan regional dan terminal khusus baik milik pemerintah
maupun milik swasta dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;

c. menyusun data jumlah terminal berdasarkan data yang masuk
untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP
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pelabuhan pengumpan regional dan terminal khusus baik milik
pemerintah maupun swasta dalam wilayah Provinsi Sulawesi
Tenggara;

d. menyusun laporan data keadaan terminal sesuai data yang
masuk untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP
pelabuhan pengumpan regional dan terminal khusus secara
priodik untuk bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Operator Komputer
Pasal 90

Operator Komputer mempunyai uraian tugas jabatan sebagai

berikut:

a. mempelajari data yang telah diprogramkan dan mengolahnya
dengan Komputer sesuai dengan instruksinya;

b. melaksanakan pengetikan surat dan naskah dinas sesuai dengan
disposisi dan petunjuk atasan untuk terarahnya pelaksanaan
tugas;

c. mengumpulkan dan menyimpan program dari programer sesuai
prosedur untuk kelancaran tugas;

d. menjalankan proses komputer sesuai dengan program serta
media yang tidak berfungsi untuk diadakan perbaikan;

e. mencatat penggunaan komputer dan peralatan program serta
media yang tidak berfungsi untuk dilaporkan dan diadakan
perbaikan;

f. memelihara kebersihan peralatan sesuai dengan petunjuk untuk
mencegah kerusakan;

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam

Uraian Tugas Jabatan
Kepala Bidang Angkutan Pelayaran

Pasal 91

(1) Tugas Kepala Bidang Angkutan Pelayaran adalah melaksanakan

(2)

penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta

evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan pelayaran.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Bidang Angkutan Pelayaran mempunyai uraian tugas jabatan

sebagai berikut:

a. menyusun rencana kerja berdasarkan data tahun sebelumnya
dan petunjuk atasan agar dalam pelaksanaannya berjalan sesuai
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dengan ketentuan yang berlaku untuk terarahnya pelaksanaan

tugas;

. membagi tugas kepada Kepala Seksi dengan mendisposisi sesuai

bidang tugasnya masing-masing dan berpedoman pada ketentuan

dan petunjuk atasan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam
pelaksanaan tugas;

. memberikan petunjuk kepada para Kepala Seksi dengan

menjelaskan pokok permasalahan dan pemecahannya agar setiap

tugas yang diberikan dapat terselesaikan dengan baik;

. menilai pelaksanaan tugas para Kepala Seksi yang diberikan agar

dapat diketahui kendala maupun hambatan dalam penyelesaian

tugas dan menyarankan upaya pemecahannya;

. mengatur pelaksanaan tugas para Kepala Seksi sesuai dengan

ketentuan dan petunjuk atasan agara terjalin kerjasama yang

baik, serasi dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas;

mengkoordinasikan persiapan rencana monitoring kegiatan
angkutan laut dan tertib administrasi serta keselamatan
angkutan pelayaran pada lintas kabupaten/kota dalam Provinsi

Sulawesi Tenggara sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku

agar rencana monitoring berjalan dengan baik;

. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan melalui mekanisme koordinasi dan konsultasi di

bidang badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran agar

kebijakan yang diambil tepat sasaran;

. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan melalui mekanisme koordinasi dan konsultasi di

bidang angkutan pelayaran rakyat agar kebijakan yang diambil

tepat sasaran;

melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan melalui mekanisme koordinasi dan konsultasi di

angkutan sungai, danau dan penyeberangan agar kebijakan yang

diambil tepat sasaran;

melaksanakan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dengan

terlebih dahulu mengumpulkan data dan informasi di bidang

badan wusaha dan jasa terkait angkutan pelayaran guna
peningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;

. melaksanakan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dengan
terlebih dahulu mengumpulkan data dan informasi di bidang
angkutan pelayaran rakyat guna peningkatkan kualitas
pelayanan kepada masyarakat;
melaksanakan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dengan
terlebih dahulu mengumpulkan data dan informasi di bidang
angkutan sungai, danau dan penyeberangan peningkatkan
kualitas pelayanan kepada masyarakat;

. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengusaha
jasa di seksi Badan Usaha dan Jasa terkait angkutan pelayaran
dan asosiasinya melalui mekanisme perizinan dengan cara
konsultasi ataupun peninjauan lapangan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar berjalan sesuai yang
diharapkan;

. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terkait angkutan

pelayaran rakyat dengan metode pengarahan, sosialisasi maupun
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peninjauan lapangan guna kelancaran penyelenggaraan angkutan
pelayaran rakyat;

o. melakukan pembinaan dan pengawasan terkait angkutan sungai,
danau dan penyeberangan dengan metode pengarahan,
sosialisasi maupun peninjauan lapangan guna kelancaran
penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;

p. memeriksa Surat dan naskah yang akan disampaikan kepada
atasan dengan meneliti kebenarannya dan membubuhi paraf
terhadap surat dan naskah dinas yang benar sebelum
disampaikan pada pimpinan agar tugas berjalan dengan baik;

q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Kepala Bidang Angkutan Pelayaran membawabhi:

a. Kepala Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran;

b. Kepala Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat;

c. Kepala Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

Uraian Tugas Jabatan
Kepala Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran

Pasal 92

Tugas Kepala Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan
Pelayaran adalah melaksanakan penyiapan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
perizinan usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili
dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah
kabupaten/kota dalam wilayah daerah Provinsi, serta perizinan
usaha jasa terkait bongkar muat barang, Jasa pengurusan
transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan
angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut,
tally mandiri dan depo peti kemas pelabuhan antar daerah
kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi.

Untuk melaksnakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran

mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut:

a. membagi tugas kepada bawahan dengan mendisposisikan sesuai
bidang tugasnya masing-masing dengan berpedoman pada
ketentuan dan petunjuk atasan agar tidak terjadi tumpang tindih
dalam pelaksanaan tugas;

b. membimbing dengan pemecahan agar setiap tugas yang diberikan
dapat terselesaikan dengan baik;

c. mengontrol pelaksanaan tugas bawahan yang diberikan agar
dapat diketahui tingkat pelaksanaan dan penyelesaian tugas;

d. mengoreksi hasil pelaksanaan tugas bawahan dengan meneliti
dan menelaah secara cermat serta memperbaiki bagian yang
salah agar dapat diselesaikan sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan;

e. mengonsep surat dan naskah dinas dan sesuai dengan disposisi
dan petunjuk atasan untuk terarahnya pelaksanaan tugas;
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melaksanakan penyusunan rencana kerja yang berhubungan
dengan kegiatan badan usaha dan jasa terkait angkutan
pelayaran dengan terlebih dahulu mengumpulkan data tahun
sebelumnya dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

melaksanakan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang badan
usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran yang diperoleh
melalui kegiatan monitoring untuk kelancaran dan ketepatan
dalam pengambilan kebijakan;

melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap
pengusahaan jasa terkait angkutan pelayaran dan asosiasinya
melalui mekanisme perizinan dengan cara koordinasi ataupun
peninjauan lapangan sesuai peraturan perundang-undangan
guna tertibnya penyelenggaraan perizinan;

melaksanakan penyelesaian/proses Perizinan Usaha Jasa Terkait
Angkutan Pelayaran, Izin Usaha Bongkar Muat (UBM), Jasa
Pengurusan Transportasi (JPT), Usaha Tally Mandiri dan Depo
Peti Kemas, Angkutan di Perairan Pelabuhan, Usaha Penyewaan
Peralatan Angkutan Laut/Alat Apung dengan berpedoman pada
mekanisme dan peraturan agar penerbitan izin usaha dimaksud
dapat diselesaikan dengan baik;

mengkoordinasikan dengan instansi terkait, persyaratan
administrasi dan teknis dalam proses perizinan jasa usaha terkait
angkutan pelayaran agar berjalan sesuai yang diharapkan;
melaksanakan survey yang dilaksanakan dengan mengidentifikasi
terpenuhinya point-point yang dipersyaratkan dalam proses
perizinan jasa usaha terkait angkutan Pelayaran agar berjalan
sesuai peraturan yang berlaku;

melaksanakan pengawasan terhadap Izin usaha jasa terkait
angkutan pelayaran yang telah diterbitkan melalui kegiatan
monitoring dan peninjauan lapangan untuk memperoleh bahan
evaluasi sebagai pedoman tindak lanjut pelaksanaan tugas;

. meneliti dan memerikas naskah dinas yang akan disampaikan

kepada atasan dengan meneliti kebenarannya dan membubuhi
paraf apabila surat maupun naskah dinas yang sudah benar
untuk terlaksananya tugas dengan baik;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Kepala Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran
membawahi:

a.

b.

a0

Pegadministrasi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan
Pelayaran;

Petugas Pemantau dan Pengawas Badan Usaha Dan Jasa Terkait
Angkutan Pelayaran;

Pengumpul dan Pengelola Data;

Operator Komputer.

Pengdministrasi Badan Usaha dan Jasa
Terkait Angkutan Pelayaran

Pasal 93
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Pengadministrasi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan
Pelayaran mempunyai uraian tugas jabatan sebagi berikut:

a.

melaksanakan kegiatan administrasi seksi badan usaha dan jasa
terkait angkutan pelayaran sesuai peraturan yang berlaku agar
kegiatan pengadministrasian terlaksana dengan baik;
menjalankan proses /penyelesaian administrasi Perizinan Usaha
Jasa Terkait Angkutan Pelayaran, Usaha Bongkar Muat (PBM),
Jasa Pengurusan Transportasi (JPT), Usaha Tally Mandiri, Usaha
Depo Peti Kemas, Usaha Angkutan di Perairan Pelabuhan, Usaha
Penyewaan Peralatan Angkutan Laut/Alat Apung dengan
berpedoman pada mekanisme dan peraturan agar penerbitan izin
usaha dimaksud dapat diselesaikan dengan baik;

melaksanakan koordinasi dengan terlebih dahulu berkonsultasi
dengan atasan dan pihak terkait dalam proses perizinan jasa
usaha terkait angkutan pelayaran untuk tercapainya sasaran
yang diharapkan;

mempersiapkan tim survey untuk penijauan lapangan terhadap
badan usaha yang memiliki izin jasa usaha terkait angkutan
pelayaran sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara
lisan maupun tertulis untuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pengumpul dan Pengolah Data Badan Usaha
dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran

Pasal 94

Pengumpul dan Pengolah Data Badan Usaha dan Jasa terkait
Angkutan Pelayaran mempunyai uraian tugas jabatan sebagai
berikut:

a.

memperlajari petunjuk dan peraturan yang berhubungan dengan
badan usaha dan jasa sesuai perintah atasan terkait Angkutan
Pelayaran guna kelancaran pelaksanaan tugas;
meneliti/memeriksa kelengkapan berkas badan wusaha yang
mengajukan permohonan izin terkait jasa Usaha Bongkar Muat
(UBM), Jasa Pengurusan Transportasi (JPT), Usaha Tally Mandiri,
Usaha Depo Peti Kemas, Usaha Angkutan di Perairan Pelabuhan,
Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut/Alat Apung sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi
kesalahan;

menyiapkan  bahan  evaluasi dengan  terlebih  dahulu
mengumpulkan data dan informasi badan usaha dan jasa terkait
angkutan pelayaran guna peningkatan pelayanan jasa usaha
angkutan pelayaran;

mengkomunikasikan evaluasi kelengkapan berkas baik secara
lisan maupun tertulis dalam rangka penerbitan izin usaha terkait
angkutan pelayaran dengan instansi terkait;

mengkoordinasikan hal-hal teknis dengan pihak Kesyahbandaran
dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)/Unit Penyelenggara Pelabuhan
(UPP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terkait Badan Usaha
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yang mengurus izin usaha jasa terkait angkutan pelayaran agar
berjalan sesuai peraturan yang berlaku;

memfasilitasi dan mengkoordinasikan kelengkapan berkas izin
badan usaha jasa yang terkait angkutan pelayaran ke Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov.
Sultra untuk terarahnya pelaksanaan tugas;

mengumpulkan dan mengelola data izin usaha jasa terkait
angkutan pelayaran yang telah diterbitkan melalui identifikasi,
inventarisasi dan pencatatan data terkait untuk peningkatan
pelayanan perizinan angkutan pelayaran;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara
lisan maupun tertulis;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Petugas Pemantau/Monitoring dan Pengawas
Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran

Pasal 95

Petugas Pemantau/Monitoring dan Pengawas Badan Usaha dan Jasa
Terkait Angkutan Pelayaran mempunyai uraian tugas jabatan
sebagai berikut:

a.

melaksanakan pembinaan, pemantauan perizinan jasa usaha
terkait angkutan pelayaran yang telah diterbitkan terkait jasa
Usaha Bongkar Muat (PBM), Jasa Pengurusan Transportasi (JPT),
Usaha Tally Mandiri, Usaha Depo Peti Kemas, Usaha Angkutan di
Perairan Pelabuhan, Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut
/Alat Apung dengan metode pengarahan, sosialisasi maupun
peninjauan lapangan guna kelancaran penyelenggaraan usaha
angkutan pelayaran;

melaksanakan pemantauan/monitoring angkutan laut Unit
Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Direktorat Jenderal Perhubungan
Laut melalui pengolahan data bulanan yang diperoleh dari
masing-masing (UPP) maupun pemantauan langsung di lapangan
agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar;
melaksanakan pengawasan terhadap pelayanan perizinan jasa
usaha terkait angkutan pelayaran (butir a) yang telah diterbitkan
agar diketahui kendala dan hambatan yang terjadi dalam
penyelenggaraan pelayanan perizinan,;

melakukan pemantauan dan pembinaan bersama instansi terkait
terhadap Asosiasi yang menaungi angkutan pelayaran sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga ketertiban dan
keamanan penyelenggaraan angkutan pelayaran tetap terjaga;
merkoordinasikan dengan instansi terkait mengenai jasa usaha
terkait angkutan pelayaran sehingga penyelenggaraan jasa usaha
dimaksud dapat berjalan dengan baik;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara
lisan maupun tertulis;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Operator Komputer

Pasal 96
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Operator Komputer mempunyai wuraian tugas jabatan sebagai

berikut:

a. mempelajari data yang telah diprogramkan dan mengolahnya
dengan komputer sesuai dengan instruksinya;

b. mengumpul dan menyimpan data dari programmer sesuai
prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

c. menjalankan komputer sesuai dengan standard dan prosedur
serta mencatat peralatan komputer yang tidak berfungsi untuk
dilaporkan dan perbaikan;

d. memelihara kebersihan peralatan sesuai dengan petunjuk
perawatan untuk mencegah kerusakan;

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara
lisan maupun tertulis wuntuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

f. mempelajari konsep yang akan diketik dengan membawa konsep
dan menanyakan tulisan yang meragukan untuk mengetahui isi
konsep dan menemukan huruf, angka dan tulisan yang salah
atau tidak salah;

g. meneliti huruf, angka dan tulisan dan menulis dengan pensil
huruf, angka dan tulisan yang betul di atas tulisan yang salah
untuk memudahkan pengetikan;

h. melaksanakan pengetikan surat dan naskah dinas sesuai dengan
disposisi dan petunjuk atasan untuk terarahnya pelaksanaan
tugas;

i. memeriksa hasil ketikan dengan membaca kembali hasil ketikan
dan mencocokannya dengan konsep untuk menemukan
kesalahan ketikan;

j- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Uraian Tugas Jabatan
Kepala Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat

Pasal 97

Tugas Kepala Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat adalah
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan usaha angkutan
laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang
berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah
kabupaten/kota dalam Daerah Provinsi, pelabuhan antar daerah
provinsi, dan pelabuhan internasional.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala seksi Angkutan Pelayaran Rakyat mempunyai uraian tugas

jabatan sebagai berikut:

a. membagi tugas kepada bawahan dengan mendisposisi sesuai
bidang tugasnya masing-masing dengan berpedoman pada
ketentuan dan petunjuk atasan agar tidak tumpang tindih dalam
pelaksanaan tugas;

b. membimbing pelaksanaan tugas bawahan dan mengarahkan
serta menjelaskan sesuai dengan pemecahannya agar setiap
tugas yang diberikan dapat terselesaikan dengan baik;
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Cc. memantau dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan yang
diberiokan agar dapat diketahui tingkat pelaksanaan dan
penyelesaian tugas;

d. melaksanakan penyusunan rencana Kkerja terkait angkutan
pelayaran rakyat yang menjadi kewenangan provinsi dengan
terlebih dahulu mengumpulkan data dan informasi tahun
sebelumnya serta petunjuk atasan sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

€. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan melalui hasil
identifikasi, inventarisasi dan pencatatan data di Bidang
Angkutan Pelayaran Rakyat sehingga kebijakan yang diambil
tepat sasaran;

f. melaksanakan proses penyediaan perizinan usaha angkutan
pelayaran rakyat bagi perorangan atau badan wusaha yang
berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar
daerah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi, pelabuhan antar
daerah Provinsi dan pelabuhan internasional sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku untuk memudahkan proses perizinan;

g. melaksanakan persiapan koordinasi dengan Unit Penyelenggara
Pelabuhan (UPP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan
instansi terkait tentang pembinaan dan keselamatan pelayaran
rakyat dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai prosedur
dan ketentuan yang berlaku agar berjalan sesuai dengan yang
diharapkan;

h. melaksanakan persiapan pemantauan, pengawasan terhadap
pengoperasian kapal angkutan pelayaran rakyat yang beroperasi
pada lintas pelabuhan antar-daerah Kabupaten/Kota dalam
daerah Provinsi, pelabuhan antar-daerah Provinsi dan Pelabuhan
Internasional sesuai ketentuan dan prosedur dalan rangka
tercapainya sasaran yang diharapkan;

i. melaksanakan pengumpulan dan pengelola data angkutan
pelayaran dan Angkutan laut Unit Penyelenggara Pelabuhan
(UPP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan
mengidentifikasi, inventarisasi dan pencatatan data sehingga data
dapat dikelola dengan akurat;

s. melaksanakan pemantauan dan evaluasi produktivitas angkutan
laut Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku
untuk dijadikan bahan pengambilan keputusan;

t. mebuat konsep naskah dinas sesuai petunjuk atasan untuk
menindak lanjuti penyelesaian permasalahan adminisrasi dan
operasional pada seksi Angkutan Pelayaran Rakyat;

u. meneliti dan memeriksa naskah dinas yang akan disampaikan
kepada atasan dengan meneliti kebenarannya dan membubuhi
paraf apabila surat maupun naskah dinas sudah benar agar
tugas berjalan dengan baik;

v. melaporkan setiap hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik
secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Kepala Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat membawabhi:

a. Pengadministrasi Angkutan Pelayaran Rakyat;
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b. Petugas Pemantau dan pengawas Angkutan Pelayaran Rakyat dan
Angkutan Laut Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Direktorat
Jendral Perhubungan Laut;

c. Pengumpul dan pengelola data;

a. Operator Komputer.

Pengaadministrasi Angkutan Pelayaran Rakyat
Pasal 98

Pengadministrasi Angkutan Pelayaran Rakyat mempunyai uraian

tugas jabatan sebagai berikut:

a. melaksanakan kegiatan administrasi seksi angkutan pelayaran
rakyat sesuai peraturan dan petunjuk yang diberikan oleh atasan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

b. menjalankan proses/penyelesaian administrasi izin usaha terkait
angkutan pelayaran rakyat sesuai peraturan dan petunjuk yang
diberikan oleh atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam proses
perizinan angkutan pelayaran rakyat berdasarkan arahan dan
petunjuk atasan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;

d. mempersiapkan tim survey untuk penijauan lapangan terhadap
angkutan pelayaran rakyat yang memiliki izin angkutan
pelayaran rakyat;

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara
lisan maupun tertulis wuntuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Petugas Pemantau Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan
Laut Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP)
Direktorat Jendral Perhubungan Laut

Pasal 99

Petugas Pemantau Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan

Laut Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Direktorat Jendral

Perhubungan Laut mempunyai wuraian tugas jabatan sebagai

berikut:

a. menyusun rencana pemantauan berdasarkan hasil identifikasi
terkait pengoperasian kapal angkutan pelayaran rakyat lintas
Kabupaten/Kota dalam daerah provinsi sebagai pedoman
pelaksanaan pemantauan;

b. menyusun rencana pemantauan produktivitas angkutan laut Unit
Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Direktorat Jenderal Perhubungan
Laut sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untu
terarahnya pemantauan;

c. melaksanakan pemeriksaan secara berkala dan isidentil terhadap
kelengkapan administrasi Pelayaran Rakyat (Pelra) sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi
keselahan;
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melaksanakan pemantauan dan penerbitan terhadap usaha
angkutan pelayaran rakyat bagi perorangan atau badan usaha
yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar
daerah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi, pelabuhan antar
daerah provinsi dan pelabuhan internasional yang telah
diterbitkan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar
berjalan sesuai yang diharapkan;

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan izin usaha
terkait angkutan pelayaran rakyat bagi perorangan atau badan
usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas
pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi,
pelabuhan antar daerah provinsi dan pelabuhan internasional
agar berjalan sesuai yang diharapkan;

melakukan koordinasi dan pemantauan bersama  Unit
Penyelenggara Pelabuhan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
dan instansi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam
rangka pembinaan dan keselamatan pelayaran rakyat dalam
wilayah Prov. Sultra;

menyiapkan perumusan bahan kebijakan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan terkait pemantauan
angkutan pelayaran rakyat sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku untuk kelancaran tugas;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara
lisan maupun tertulis wuntuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pengumpul dan Pengolah Data
Pasal 100

Pengumpul dan Pengelola Data mempunyai uraian tugas jabatan
sebagai berikut:

a.

b.

memeriksa dan menginventarisir dokumen terkait angkutan
pelayaran rakyat untuk memperoleh data yang akurat;
mengumpulkan data armada angkutan pelayaran rakyat yang
beroperasi pada lintas kabupaten/kota dalam provinsi dari
instansi terkait sebagai bahan pengambilan kebijakan;
mengumpul dan mengolah data jumlah perusahaan dan kapal
pelayaran rakyat yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar-
daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi dengan
melakukan identifikasi, inventarisasi dan pencatatan data secara
akurat agar pelaksanaan tugas dapat berjalan maksimal;
mengolah data produktivitas angkutan pelayaran rakyat yang
beroperasi pada lintas pelabuhan antar-daerah kabupaten/kota
dalam daerah Provinsi untuk diproses tindak lanjut;

mengumpul dan mengolah data kegiatan kunjungan kapal
pelayaran rakyat di pelabuhan dengan melakukan identifikasi,
inventarisasi dan pencatatan data secara akurat agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;

mengumpulkan dan mengelola data produktifitas angkutan laut
Unit Penyelenggara Pelabuhan Direktorat Jenderal Perhubungan
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Laut dengan melakukan identifikasi, inventarisasi dan pencatatan
data secara akurat agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancer;
melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara
lisan maupun tertulis untuk bahan pertanggung jawaban
pelaksanaan tugas.

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Operator Komputer

Pasal 101

Operator Komputer mempunyai uraian tugas jabatan sebagai

berikut:

a. mempelajari data yang telah diprogramkan dan mengolahnya
dengan komputer sesuai dengan instruksinya;

b. mengumpul dan menyimpan data dari programmer sesuai
prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

c. menjalankan komputer sesuai dengan standard dan prosedur
serta mencatat peralatan komputer yang tidak berfungsi untuk
dilaporkan dan perbaikan;

d. memelihara kebersihan peralatan sesuai dengan petunjuk
perawatan untuk mencegah kerusakan;

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara
lisan maupun tertulis wuntuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

f. mempelajari konsep yang akan diketik dengan membawa konsep
dan menanyakan tulisan yang meragukan untuk mengetahui isi
konsep dan menemukan huruf, angka dan tulisan yang salah
atau tidak salah;

g. meneliti huruf, angka dan tulisan dan menulis dengan pensil
huruf, angka dan tulisan yang betul di atas tulisan yang salah
untuk memudahkan pengetikan;

h. melaksanakan pengetikan surat dan naskah dinas sesuai dengan

disposisi dan petunjuk atasan untuk terarahnya pelaksanaan
tugas;

memeriksa hasil ketikan dengan membaca kembali hasil ketikan
dan mencocokannya dengan konsep untuk menemukan
kesalahan ketikan;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Uraian Tugas Jabatan
Kepala Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Pasal 102

(1) Tugas Kepala Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
adalah melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan lintas
penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal antar daerah
kabupaten/kota dalam daerah provinsi yang terletak pada jaringan
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jalan provinsi dan/atau jaringan jalur penyeberangan provinsi,
penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian
untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar
daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi yang terletak pada
jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan jalur penyeberangan
provinsi, serta tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas
ekonomi dan kendaraan Dbeserta muatannya pada lintas
penyeberangan antar daerah kabupaten/kota dalam daerah
provinsi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut:

a.

memberi petunjuk kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya
masing-masing  sehingga staf dapat memahami dan
melaksanakan tugasnya dengan baik;

membagi tugas kepada bawahan dengan mendisposisi sesuai
bidang tugasnya masing-masing dengan berpedoman pada
ketentuan dan petunjuk atasan agar tidak terjadi tumpang tindih
dalam pelaksanaan tugas;

membimbing dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan
sehingga setiap staf dapat memahami permasalahan dan
pemecahannya agar tugas yang diberikan dapat terselesaikan
dengan baik;

memeriksa dan mengontrol dengan menilai perkembangan
pelaksanaan tugas staf agar dapat diidentifikasi kendala dan
hambatan yang dihadapi guna kelancaran pelaksanaan tugas;
melaksanakan penyusunan rencana Kkerja terkait angkutan
sungai, danau dan penyeberangan sesuai peraturan yang berlaku
dengan terlebih dahulu mengumpulkan data tahun sebelumnya
serta petunjuk dari atasan sehingga rencana kerja tersebut dapat
dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas;

melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan
evaluasi kebijakan di bidang angkutan sungai, danau dan
penyeberangan melalui konsultasi dan koordinasi dengan
instansi terkait untuk mewujudkan sinkronisasi dan kelancaran
dalam pelaksanaan tugas;

melaksanakan penyiapan bahan kebijakan pengelolaan jaringan
transportasi antara kabupaten dan kota untuk layanan izin
penyeberangan pada lokasi yang telah ditentukan untuk
dilaporkan kepada atasan;

melaksanakan penyelenggaraan tatanan perizinan
penyeberangan, sungai dan danau lintas kabupaten/kota sesuai
dengan petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku guna mewujudkan tatanan perizinan yang baik;
melaksanakan proses penerbitan izin trayek penyelenggaraan
angkutan sungai, dan danau untuk kapal yang melayani trayek
antar-daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi yang
bersangkutan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk
diproses tindak lanjut;

melaksanakan proses penetapan lintas penyeberangan dan
persetujuan pengoperasian kapal antar daerah kabupaten/kota
dalam daerah Provensi yang terletak pada jaringan jalan Provinsi
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dan/atau jaringan jalur kereta api provinsi sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku untuk kelancaran lintas penyeberangan
dan persetujuan pengoperasian;

melaksanakan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan
pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas
pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah
provinsi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk
kelancaran penyeberangan;

melaksanakan pemantauan operasional angkutan sungai, danau
dan penyeberangan antar daerah kabupaten/kota dalam daerah
provinsi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk
kelancaran operasional angkutan sungai, danau;

. melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan terkait

izin angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang telah
diterbitkan agar berjalan sesuai ketentuan yang berlaku;
melaksanakan pengumpulan dan pengelola data terkait
penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan
melalui identifikasi, inventarisasi dan pencatatan yang
dilaksanakan sehingga diperoleh data yang akurat;

melaksanakan evaluasi terkait penyelenggaraan angkutan sungai,
danau dan penyeberangan  dengan  terlebih = dahulu
mengidentifikasi data tahun sebelumnya sebagai wujud
peningkatan penyelenggaraan angkutan;

melaksanakan penetapan tarif angkutan penyeberangan
penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya
pada lintas penyeberangan antar daerah kabupaten/kota dalam
daerah provinsi sesuai ketentuan yang berlaku untuk kesesuain
tarif sesuai kelas;

melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait guna
kelancaran pelaksanaan tugas;

membuat konsep naskah dinas sesuai petunjuk atasan untuk
menindak lanjuti penyelesaian permasalahan adminisrasi dan
operasional pada seksi angkutan sungai, danau dan
penyeberangan,;

meneliti dan memeriksa naskah dinas yang akan disampaikan
kepada atasan dengan meneliti kebenarannya dan membubuhi
paraf apabila surat maupun naskah dinas sudah benar untuk
terlaksananya tugas dengan baik;

melaporkan setiap hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik
secara lisan maupun tertulis;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

pala Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

membawahi;

a.
b.

c
d.

Pengadministrasi, Perizinan dan Tarif Terkait Angkutan Sungai
Danau dan Penyeberangan,;
Petugas Pemantau Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan;

. Pengumpul dan Pengolah Data;

Operator Komputer.

Pengadministrasi, Perizinan dan Tarif
Terkait Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
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Pasal 103

Pengadministrasi, Perizinan dan Tarif Terkait Angkutan Sungai,
Danau dan Penyeberangan mempunyai uraian tugas jabatan sebagai
berikut:

a.

melaksanakan proses administrasi seksi angkutan sungai, danau
dan penyeberangan sesuai peraturan yang berlaku serta petunjuk
dari atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

mempelajari petunjuk dan peraturan yang berhubungan dengan
angkutan sungai, danau dan penyeberangan agar tugas pokok
dapat berjalan dengan baik;

melaksanakan proses penerbitan izin trayek penyeberangan
angkutan sungai, danau dan penyeberangan untuk kapal yang
melayani trayek antar daerah kabupaten/kota dalam daerah
provinsi yang bersangkutan sesuai pertauran dan petunjuk
atasan untuk kelancaran angkutan sungai, danau,;

memproses penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan
pengoperasian kapal antar daerah kabupaten/kota dalam daerah
provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi dan/atau
jaringan jalur kereta api provinsi berdasarkan petunjuk atasan
dan ketentuan yang dipersyaratkan dalam peraturan untuk
kelancaran lintas penyeberangan;

melaksanakan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan
pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas
pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi
sesuai petunjuk dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran
lintas penyeberangan,;

menyiapkan bahan dalam rangka penetapan tarif angkutan
penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta
muatannya pada lintas penyeberangan antar daerah
kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi sesuai ketentuan
yang berlaku untuk kesesuaian tariff sesuai kelas;
menkoordinasikan dengan instansi terkait dalam
penyelenggaraan penerbitan izin terkait angkutan sungai, danau
dan penyeberangan agar berjalan sesuai yang diharapkan;
melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara
lisan maupun tertulis wuntuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Petugas Pemantau Angkutan Sungai,
Danau dan Penyeberangan

Pasal 104

Petugas Pemantau Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut:

a.

mempelajari petunjuk dan peraturan yang berhubungan dengan
angkutan sungai, danau dan penyeberangan sesuai petunjuk
atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

melakukan pembinaan dan pemantauan operasional terkait
angkutan  sungai, danau dan  penyeberangan = antar
kabupaten/kota dalam wilayah provinsi dengan memberikan
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pengarahan, sosialisasi maupun peninjauan langsung di
lapangan untuk kelancaraan penyelenggaraan operasional
angkutan sungai, danau dan penyeberangan;

melaksanakan pemantauan terhadap pola jaringan trayek
angkutan sungai, danau dan  penyeberangan  lintas
kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi dengan peninjauan
langsung di lapangan sehingga dapat diperoleh data dan
informasi yang akurat;

melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam
pemberian perizinan maupun pengoperasian angkutan sungai,
danau dan penyeberangan sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku untuk kelancaran pemberian perizinan;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara
lisan maupun tertulis untuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pengumpul dan Pengolah Data
Pasal 105

Pengumpul dan pengolah data mempunyai uraian tugas jabatan
sebagai berikut:

a.

mengumpulkan dan mengolah data produktivitas angkutan
sungai, danau dan peyeberangan melalui identifikasi,
inventarisasi dan pancatatan data untuk dilaporkan kepada
atasan;

memeriksa dan menginventarisir dokumen terkait angkutan
sungai, danau dan penyeberangan guna memperoleh data yang
akurat sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas;

menyusun data laporan bulanan kegiatan operasional unit
penyelenggara pelabuhan penyeberangan dalam wilayah provinsi
berdasarkan data bulanan yang diperoleh dari instansi terkait
untuk memudahkan apabila dibutuhkan;

mengumpulkan dan mengelola data arus barang dan penumpang
pada unit penyelenggara pelabuhan penyeberangan dalam
wilayah Provinsi melalui identifikasi, inventarisasi dan pencatatan
data sehingga diperoleh data yang akurat;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara
lisan maupun tertulis wuntuk bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Operator Komputer

Pasal 106
Operator komputer mempunyai uraian tugas jabatan sebagai
berikut:
a. mempelajari data yang telah diprogramkan dan mengolahnya

b.

dengan komputer sesuai dengan instruksinya;
mengumpul dan menyimpan data dari programmer sesuai
prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
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c. menjalankan komputer sesuai dengan standard dan prosedur
serta mencatat peralatan komputer yang tidak berfungsi untuk
dilaporkan dan perbaikan;

d. memelihara kebersihan peralatan sesuai dengan petunjuk
perawatan untuk mencegah kerusakan;

e. mempelajari konsep yang akan diketik dengan membawa konsep
dan menanyakan tulisan yang meragukan untuk mengetahui isi
konsep dan menemukan huruf, angka dan tulisan yang salah
atau tidak salah;

f. meneliti huruf, angka dan tulisan dan menulis dengan pensil
huruf, angka dan tulisan yang betul di atas tulisan yang salah
untuk memudahkan pengetikan;

g. melaksanakan pengetikan surat dan naskah dinas sesuai dengan
disposisi dan petunjuk atasan untuk terarahnya pelaksanaan
tugas;

h. memeriksa hasil ketikan dengan membaca kembali hasil ketikan
dan mencocokannya dengan konsep untuk menemukan
kesalahan ketikan;

i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara
lisan maupun tertulis untuk bahan pertanggung jawaban
pelaksanaan tugas;

j- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 107

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan
Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 104 Tahun 2013 tentang
Uraian Tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Provinsi Sulawesi Tenggara dicabut dan dinyatakan tidak beralku.
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Pasal 108

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
Pada Tanggal 26 Juni 2018

Pj. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

TEGUH SETYABUDI
Diudangkan di Kendari
Pada Tanggal 26 Juni 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TEGGARA,

TTD

ISMA

BERITA DAERAH POVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018
NOMOR 23 :
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